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ABSTRAK 
 
 
Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita dengar, kemiskinan 
merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Salah 
satucara untuk mengatasi kemiskinan tersebut maka pemerintahan Kabupaten Mesuji 
membuat sebuah program bantuan rumah layak huni. Untuk itu kita perlu mengetahui 
bagaimanakah implementasi program bantuan rumah layak huni dalam dan 
pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan di kecamatanmesuji? Dan bagaimana 
implementasi program bantuan rumah layak huni dalam perspektif ekonomi Islam? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi implementasi program 
bantuan rumah layak huni dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mesuji,sehingga 
terjadi kelestarian terhadap manfaat bantuan rumah layak huni dan Untuk mengetahui 
implementasi program bantuan rumah layak huni dalam mengentaskan kemiskinan 
masyarakat pada Kecamatan Mesuji menurut ekonomi Islam. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua 
jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang didapat dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data 
terkumpul, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif 
analisis. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa Program bantuan rumah layak huni yang di 
danai pemerintah di Kecamatan Mesuji sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan 
teknik operasional kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatanya sudah baik dan 
masyarakat sudah berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan program tersebut yang 
diberikan pemerintah untuk rakyat. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam 
penyebab kemiskinan dapat digolongkan pada standar pemenuhan kebutuhan 
masyarakat yaitu kebutuhan Daruriyyah (kebutuhan primer), kebutuhan Hajjiyah 
(kebutuhan sekunder) dan kebutuhan Tahsiniyyah (kebutuhan tersier), Seorang 
muslim harus mengalokasikan anggarannya secara urut sesuai dengan tingkatan 
prioritasnya secara konsisten. Kebutuhan pada tingkat pertama harus dipenuhi, baru 
kemudian kebutuahan yang kedua dan ketiga. Konsumsi setelah dari ketiga ini 
diperkenankan akan tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam.  
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MOTTO 
 
 
(Al-Qur‟an Surat Ar-Ra‟ad ayat 11) 
           
Artinya : “6.  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 7. Maka apabila 
kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain,8. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap.” 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Judul merupakan gambaran utama permasalahan pada suatu penelitian 
karya ilmiah. Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut 
mengenai skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang 
terdapat dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya 
ketidakjelasan dan kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan dari 
judul penelitian ini. 
Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah berjudul: “Analisis 
Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan 
Kemiskinandi Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam ”. 
Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai 
berikut: 
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 
keadaan yang sebenarnya.
1
 
2. Program/Rancangan adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan 
dengan penggunaan sumber daya yang tersedia dan menghasilkan 
manfaat.
2
 
                                                          
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gramedia Pustaka 
Utama: Jakarta, 2011),h. 58. 
2 
 
3. Rumah lalak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, 
keamanan, dansosial.
3
  
4. Kemiskinan adalah sebagai salah satu keadaan dimana seseorang tidak 
sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf  kehidupan 
kelompok dan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
4
 
5. Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyajinan tentang 
sesuatu hal.
5
 
6. Ekonomi Islam adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya 
untuk memandang, menaganalisis dan akhirnya menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.
6
 
Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebagai suatu cabang 
pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia 
melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama 
dengan maqasid (tujuan-tujuan syari’ah), tanpa mengekang kebebasan 
individu, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang 
                                                                                                                                                                     
2
 Malayu S.P. Hasibun, Menejemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2015), h. 91. 
3
 MubarokdanCayatin, IlmuKesehatanMasyarakatTeoridanAplikasi (PT.SalembaMedika: 
Gresik, 2008), h. 68. 
4
Lincolin Arsyat, Ekonomi Pembangunan(Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2015), h. 
299. 
5
 Yusuf Qhadrawi, Fikih. Zakat. Muassasat Ar-risalah, Cet II, Bairut Libanon, 
1408./1991terjemah Didin Hafifudin, h. 1. 
6
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).Ekonomi Islam (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2011), h. 17. 
3 
 
berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan social serta 
jaringan moral masyarakat.
7
 
Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan 
bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu pelaksanaan“Analisis 
Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mesuji Terhadap 
Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.  
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di 
atas adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
Mengingat bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang 
mendasar dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga Pemerintah 
mengeluarkan salah satu kebijakan atau program yaitu program bantuan 
rumah layak huni untuk masyarakat miskin  yang merupakan bentuk 
perlindungan sosial dan juga merupakan sarana penting untuk 
meringankan dampak kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Setelah diadakan observasi prasurvey pada Kecamatan 
Mesuji banyaknya masyarakat penerima bantuann atau rumah tangga 
miskin yang belum mengetahui manfaat dan tujuan program rumah layak 
huni, sehingga terjadinya kesenjangan pada implementasi program 
                                                          
7
Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian 
dan Pengamalan Islam (LPPI) , 2001), h. 7. 
4 
 
bantuan rumah layak huni. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 
mengangkat judul ini. 
2. Alasan Subjektif 
Dari aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut sangat 
memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih 
dalam tentang implementasi program bantuan rumah layak huni terhadap 
pengentasan kemiskinan, mengingat literatur dan sumber informasi 
dalam penulisan ini cukup tersedia. 
Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu ekonomi 
Islam serta didukung oleh lokasi penelitian yang terjangkau sehingga 
memudahkan dalam pengumpulan data. 
C. Latar Belakang 
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat 
multidimensional.kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun juga 
sebagian besar terjadi di pedesaan. Menurut Emil Salim,
8
yang dimaksud 
dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya 
pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat 
diartikan sebagai suatu paket barang atau jasa yang diperlukan oleh setiap 
orang untuk bisa hidup secara manusiawi.Paket ini terdiri dari sandang, 
pangan dan papan. 
                                                          
8
 Abu Ahmadi, IlmuSosialDasar(Jakarta: RenikaCipta, 2003), h. 344. 
 
5 
 
Secara umum, kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang 
bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya 
yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa 
mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah 
yang terbatas.Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas 
sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan 
mengakibatkan ketidak mampuan dalam mengembangkan diri dan 
menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, 
sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tinginya tingkat 
pengangguran disuatu Negara ini, yang selanjutnya dapat menyebabkan 
kemiskinan serta permasalahan sistem ekonomi dan politik bangsa yang 
bersangkutan yang kurang mendukung ekonomi rakyat.
9
 
Proses ini berlangsung secara timbal balik dan saling terkait, yang 
pada akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin. Masalah 
ini jika tidak segera di tanggulangi akan memperaparah kondisi masyarakat 
miskin, yang berdampak pada lemahnya etos kerja, rendahnya daya 
perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup, kebiasaan-kebiasaan buruk 
yang terpaksa mereka lakukan sebagai jalan pintas untuk mempertahankan 
hidup mereka, apabila keadaan ini berkelanjutan, maka akan melahirkan 
budaya kemiskinan yang sulit untuk diberantas. 
                                                          
9
 Sri Edi Suwarsono. SekitarKemiskinandanKeadilan (Jakarta : CendikiawanTentang Islam 
UI Press, 2007), h. 24. 
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Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Al-
Qur’an tentang kondisi kemiskinan, dimana ada orang yang diberikan rezeki 
lapang dan ada pula yang dalam kondisi sempit (miskin). Seperti yang 
dijelaskan dalam surah Al-Israa’ Ayat 30:10 
                      
  
Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki 
dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha 
melihat akan hamba-hamba-Nya. 
Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya perbedaan perolehan harta 
yang berbeda antar umat manusia. Bentuk ungkapan ini tidak 
mempertentangkan antara yang kaya dengan miskin, atau lapang dengan 
sempit, adanya batasan antara si kaya dengan simiskin akan mengakibatkan 
adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika dilihat dari pandangan 
ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam 
mencari kesempatan kerja, memiliki skill atau ketrampilan sesuai dengan 
kerja, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti 
ini lah yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah SWT. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahannya (Surabaya :CV Mahkota, 
EdisiRevisi, 1996), h. 108. 
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MasalahyangpalingbesardihadapisetiapNegaraadalahkemiskinan.
11
Ke
miskinan adalah salah satu masalah yang sulit dihadapi oleh para pembuat 
kebijakan.Keluarga-keluarga miskin mempunyai kemungkinanlebih besar 
menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, 
masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan 
pendidikan yang rendah. 
Kemiskinan dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, 
yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan 
mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat 
produksi (lahan dan tekhnologi) dan sumberdaya (pendidikan, kredit, dan 
akses pasar).Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi 
dan distribusi.
12
 Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang 
mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga 
masyarakat Islam pun menanggapinya sebagai musibah dan bencana yang 
seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang 
tersembunyi didalamnya, jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka ini 
akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupaakan AllahSWT dan 
juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila 
terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya menjadikan seperti seseorang 
                                                          
11
Sulastomo, Sistem Jaminan Nasional: Mewujudkan Amanat Konsitusi (Jakarta: 
PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011),h.14.
 
 
12Chriswardani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional”, (Jurnal 
Kesehatan Masyarakat, UNDIP, Semarang), h. 1-3. 
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yang zalim, baik kepada Allah SWT maupun manusia lainnya, ada beberapa 
bentuk kedzaliman seperti dzalim kepada Allah SWT, manusia, dan dzalim 
kepada dirinya sendiri.
13
 Sebagai mana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 
:
14
 
Pernyataan ayat diatas dikemukakanya setelah menyebutkan aneka 
nikmat Allah, seperti langit, bumi, hujan, laut, bulan, matahari dan 
sebagainya.Sumberdaya alam yang disiapkan Allah untuk umat manusia tidak 
terhingga dan tidak terbatas. Seandainya sesuatu telah habis, maka ada 
alternatif lain yang disediakan Allah selama manusia berusaha. Oleh karena 
itu, tidak ada alasan untuk berkata bahwa sumberdaya alam terbatas. Tetapi 
sikap manusia terhadap pihak lain, dan sikapnya terhadap dirinya itulah yang 
menjadikan sebagian manusia tidak memperoleh sumber daya alam tersebut. 
Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan dalam perolehan atau 
penggunaan sumber daya alam itu, yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan 
sikap aniaya, atau karena keengganan manusia menggali sumberdaya alam 
untuk mengangkatnya kepermukaan, atau untuk menemukan alternatif 
pengganti.Dan kedua hal terakhir inilah yang diistilahkan oleh ayat diatas 
dengan sifat kufur.
15
 
                                                          
13
 Nurul Huda, dkk, Ekonomi Pembangunan Islam(Jakarta: Kencana, 2015), h. 20-21. 
14
Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 
15
 M. Quraish shihab, Wawasan Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: 
2014), h.594. 
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Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan 
untuk dikaji terus menerus.Pada tahun 1990, melalui laporan Bank Dunia 
World Development Reporton Poverty telah mendeklarasikan bahwa suatu 
peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara 
serentak pada tiga front, yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan 
miskin; (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang 
memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan 
kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi; dan (iii) 
membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk 
miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan-
keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM 
akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan 
terisolasi secara fisik.
16
Untuk mendukung strategi yang tepat dalam 
memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang 
sesuai dengan sasaran atau tujuan perantarannya dapat dibagi menurut 
waktunya, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan  jangka 
panjang.
17
Berikut disajikan persentase kemiskinan di Indonesia dalam periode 
2011-2017jumlah penduduk   miskin  di  Indonesia   mengalami penurunan 
dan juga peningkatan. Menurut peneliti, hal ini karena program-program 
pemerintah telah berperan dengan baik dalam upaya menurunkan angka 
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 Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 130. 
17
Ibid, h.132. 
10 
 
kemiskinan di Indonesia. Tabel dibawah ini memaparkan jumlah penduduk 
miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 2011-2017. 
Tabel 1.1. 
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin 
Tahun Jumlah (juta orang) Persentase 
Maret2011 30.02 12.49% 
Sep 2011 29.89 12.36% 
Maret2012 29.13 11.96% 
Sep 2012 28.59 11.66% 
Maret2013 28.07 11.37% 
Sep 2013 28.55 11.47% 
 
Maret 2014  
201322222222222222dnnd
2222014 
 
28.28 11.25% 
Sep 2014 27.73 10.96% 
Maret 015 28.29 11.22% 
Sep 2015 28.51 11.13% 
Maret 2016 28.01 10.86% 
Sep 2016 27.76 10.70% 
Maret 2017 27.77 10.64% 
Sep 2017 26.56 10.12% 
Sumber :Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2017 
Dari tabel di atas jumlah tertinggi penduduk miskin Indonesia terjadi 
pada tahun 2011. Padata hun 2017 jumlah penduduk  miskin  sebesar 28,56 
juta jiwa,  ini berarti penduduk miskin di Indonesia semakin berkurang. 
Program-program Pemerintah jelas membantu. Contohnya seperti Program 
Bedah Rumah, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program 
Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). 
Di zaman yang serba global, peranan pemerintah untuk melakukan 
pembangunan ekonomi khususnya merupakan kunci menuju masyarakat yang 
11 
 
lebih makmur.
18
 Tujuan kebijakan ekonomi adalah menciptakan 
kemakmuran.Salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan.
19
 
Kemakmuran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. 
Pendapatan regional adalah tingkat besarnya pendapatan masyarakat pada 
wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan 
wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. 
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Permasalahan 
di Provinsi Lampung adalah masih tingginya angka kemiskinan jika 
dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera. Data Statistik 
menunjukkan bahwa tahun 2011 sampai 2015 angka penduduk miskin 
Provinsi Lampung menduduki urutan ke tiga dari sepuluh provinsi yang ada di 
Pulau Sumatera yaitu sebesar 14,90 persen. Rata-rata tingkat kemiskinan 
tertinggi yaitu terjadi di provinsi Nangro Aceh Darussalam yaitu sebesar 
18,34 persen. Sedangkan rata-rata persentase kemiskinan terendah terjadi di 
provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 5,37 persen. Berikut disajikan tabel 
data persentase penduduk miskin menurut provinsi se pulau Sumatera.  
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 Sanusi Bachrawi, Pengantar Ekonomi Pembangunan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 74. 
19
 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2014), h.13. 
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Tabel 1.2 
Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 
di Sumatera Tahun 2011 – 2015 (dalam satuan persen) 
 
Provinsi  2011*) 2012*) 2013*) 2014 2015 Rata-rat 
Acah 19,57 19,46 17,60 17,94 17,11 18,34 
Sumatra Utara 11,33 10,67 10,06 10,13 10,79 10,59 
Sumatra Barat 9,04 8,19 8,14 7,53 6,71 7,92 
Riau 8,47 8,22 7,72 8,17 8,82 8,28 
Jambi 8,65 8,42 8,07 7,92 9,12 8,44 
Sumatera selatan 14,24 13,78 14,24 13,81 13,77 13,97 
Bengkulu 17,49 17,0 18,34 17,48 17,16 17,49 
Lampung 16,57 15,65 14,39 14,21 13,68 14,90 
Bangka belitung 5,75 5,53 5,21 5,36 4,83 5,73 
Kepulauan riau 7,40 7,11 6,46 6,7 5,78 6,69 
Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2016 
Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan 
pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen 
pembangunan
20
yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah.Oleh karena itu pemerintah provinsi Lampung 
kian fokus dalam menanggulangi masalah kemiskinan tersebut. Pemerintah 
Provinsi Lampung telah menentukan program penanggulangan kemiskinan 
untuk tahun 2015 hingga 2019 dengan program Gerakan Membangun Desa 
Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) pada bulan Desember 
2015.Selain itu menentukan target, sasaran, dan sinergitas program dalam 
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi juga 
telah membentuk Tim PenanggulanganKemiskinan yang sebagian besar 
                                                          
20Whisnu Adhi Saputra, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran 
Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten /Kota Jawa Tengah” (Jurnal Fakultas Ekonomi 
Universitas Diponegoro, dipublikasikan tahun 2011). 
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anggotanya adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung.Sehingga setiap SKPD memiliki peran dalam 
penanggulangan Kemiskinan didaerah itu. 
Kondisi kemiskinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak 
jauh berbeda dengan kondisi kemiskinan yang ada pada  masyarakat 
Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Mesuji merupakan salah satu 
Kabupaten di Provinsi Lampung yang mempunyai luas wilayah 625 km2, 
berpenduduk 377.857 jiwa terdiri dari 195.400 laki–laki dan 182.457 
perempuan. Dari segi luas wilayah, Kabupaten mesuji saat ini merupakan 
Kabupaten terkecil, sekaligus terpadat di Provinsi Lampung. Kabupaten 
Mesuji terdiri dari 11 Kecamatan. salah satu kecamatan yang berada di 
Kabupaten Mesuji adalah Kecamatan Mesuji yang terdiri dari 11 kelurahah 
yaitu: Sidomulyo, Wiralaga Mulya, Wiralaga 1, Wiralaga 2, Nipah Kuning, 
sungai badak, Sumber makmur, Suka Maju, mulya Asri, Tanjung Serayan, 
Tanjung Seneng. 
Tabel 1.3 
Presentase Tingkat Kemiskinan  
Kabupaten/Kota Provinis Lampung 2014-2015 
 
Nama Kab/Kota 
2014 2015 
PO P1 P2 PO P1 P2 
Lampung Barat 13.70 1.82 0.36 14.18 2.37 0.56 
Tanggamus  14.95 2.39 0.60 14.26 1.98 0.46 
Lampung Selatan 16.77 2.14 0.47 16.27 2.66 0.71 
Lampung Timur 17.05 2.87 0.72 16.91 2.51 0.63 
Lampung Tengah 13.13 1.85 0.41 13.30 2.41 0.59 
Lampung Utara 23.32 3.71 0.98 23.20 4.08 1.14 
14 
 
Way Kanan 15.03 2.03 0.42 14.61 2.18 0.49 
Tulang Bawang  8.66 1.61 0.46 10.25 1.84 0.51 
Pesawaran  17.51 2.56 0.64 17.61 3.12 0.75 
Pringsewu 9.83 1.15 0.21 11.80 1.40 0.25 
Mesuji 6.57 0.77 0.17 8.20 1.04 0.24 
Tulang Bawang Barat 7.12 0.74 0.14 8.23 1.48 0.36 
Pesisir Barat - - - 15.8 15.8 0.64 
Kota Bandar Lampung 10.60 1.53 0.38 10.33 1.26 0.24 
Kota Metro 10.60 1.53 0.38 10.33 1.26 0.24 
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016 
Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tertinggi adalah Kabupaten Lampung 
Utara.Data badan pusat statistik menyebutkan bahwa Kabupaten Mesuji 
merupakan Kabupaten dengan presentase terendah keempat setelah 
Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.Hal ini 
dikarenakan Kabupaten Mesuji memiliki banyak potensi baik dilihat dari 
pendidikan, industri, pariwisata, pertambangan, perikanan, transportasi dan 
pertanian, perkebunan dan kehutanan.Apa lagi saat ini, pembangunan di 
Kabupaten Mesuji dalam bidang infrastruktur, perekonomian, pendidikan dan 
kesehatan masih dikembangkan untuk lebih memajukan Kabupaten Mesuji. 
Meskipun Mesuji merupakan Kabupaten dengan presentase 
kemiskinan yang rendah menurut data Provinsi, akan tetapi  hal itu tidak 
terlihat jika kita melihat wilayah-wilayah di Mesuji yang jelas bertolak 
belakang dengan data badan statistik Provinsi. Keadaan masyarakat yang ada 
dipelosok masih jauh dari kata layak, hal ini terlihat dari perbaikan 
15 
 
perekonomian di pedesaan masih sangat minim sekali dilakukan, seperti yang 
terjadi pada Kecamatan Mesuji. 
Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan 
berbagai program untuk menanggulanginya.Adapun program pemerintah 
untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya melalui program bantuan 
perumahan terhadap masyarakat miskin.Diharapkan program ini dapat 
membantu masyarakat memenuhi kebutuhan papannya, karena kemiskinan 
pada umumnya membuat masyarakat hanya memenuhi kebutuhan pangan dan 
sandang. 
Perlu adanya peran yang serius dari pemerintah dalam menangani 
angka kemiskinan ini, melalui program bantuan rumah tidak layak huni ini 
diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang 
sehat dan layak huni sebagaimana mestinya. Kebutuhan akan rumah 
merupakan salah satu kebutuhan manusia setelah pangan dan sandang. Setiap 
individu manusia pada dasarnya akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan 
dasarnya dari pada kebutuhan sekundernya. Begitu pula kebutuhan akan 
rumah, setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhan rumah dalam setiap 
tingkat kehidupan masyarakat dengan memperhatikan selera dan kemampuan 
yang dimilikinya. 
Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan, 
rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 
16 
 
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat 
besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga 
mental dan sosial.Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, 
secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga 
privasi setiap anngota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan 
serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar 
berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.
21
 
Salah satu Kabupaten yang  melaksanakan Program rumah layak huni 
adalah Kabupaten Mesuji. Program rumahlayak huni di Kabupaten Mesuji di 
mulai  pada  tahun  2015.  Program ini  merupakan  program pemerintah 
Kabupaten Mesuji guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 
pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, dimana hal tersebut adalah 
merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakatyang 
adil dan makmur. 
Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak 
huni yang dibangun atau terletak diatas tanah milik masyarakat yang kurang 
mampu. Program rumah layak huni ini dananya bersumber  dari APBD 
Kabupaten Mesuji. Jumlah dana pada pembangunan rumah layak huni pada 
tahun 2017 sebesar Rp15-20 Juta per unitnya, namun di beberapa daerah harga 
perunitnya bisa saja berbeda tergantung kondisi wilayah. Sedangan untuk fisik 
bangunannya dibuat beton dengan tipe36, berlantai keramik lengkap dengan 
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 Undang – undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman 
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kamarmandi, atap seng. 
Pelaksanaan program pembangunan/ pengadaan RumahLayak Huni di 
lakukan pada  Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia,   dan 
dalam tingkat kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) 
Kabupaten Mesuji yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
BAPEMAS sebagai pelaksana teknis yang bertugas member sosialisasi  
tentang penyusunan daftar rencana kegiatan dan membantu pencairan dana 
bantuan rumah layak huni. Sedang kanpada setiap desanya dibuat organisasi 
kelompok masyarakat (POKMAS)  yang menangani   dan   bertanggung jawab   
tentang pelaksanaan Program Rumah  Layak Huni pada setiap desanya. 
Kelompok sasaran program rumah layak huni adalah masyarakat  miskin yang 
memiliki rumah tidak layak huni atau tidak memiliki rumah dan mempunyai 
tanah milik sendiri atau hibah. 
Salah satu kecamatan yang melaksanakan program rumah layak huni di 
Kabupaten Mesuji adalah Kecamatan Mesuji yang terdiri dari 11 kelurahan. 
Semua kelurahan di Kecamatan Mesuji setiap tahun mendapatkan   bantuan  
rumah   layak   huni.  Penduduk   di   Kecamatan  Mesuji mayoritas berprofesi 
sebagai petani. yang mana  dari sebagian masyarakat belum mempunyai rumah 
sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak. 
Adapun kriteria untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang 
dibangun yaitu  rumah  dilengkapi  fasilitas  MCK   (mandi,  cuci,  kakus). 
18 
 
Sedangkan persyaratan  atau  kriteria masyarakat  miskin yang berhak  
mendapatkan rumah sederhana layak huni berdasarkan BAPEMAS tersebut 
antaralain : 
1. Memiliki Kartu TandaPenduduk (KTP) 
2. Memiliki Kartu Keluarga(KK) 
3. Kondisi rumahnyatelah rusak atau tidak layak pakai lagi. 
4. Mata pencaharian petaniatau buruh.  
5. Membuat Surat perjanjian untuk tidak menjual rumah. 
6. Memiliki surat tanah milik pribadi / hibah. 
7.  Kepalakeluargadalam kedaancacat fisik. 
Program bantuan rumah layak huni merupakan bentuk subsidi papan 
dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan 
rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan papan 
dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan 
program rumah layak huni ini diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 
6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, 
tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran 
rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan papan 
dalam bentuk uang dan mencegah penurunan konsumsi energi dan 
protein.Selain itu program bantuan rumah layak huni bertujuan untuk 
meningkatkan dan memberikan tempat tinggal yang sehat untuk di huni dengan 
19 
 
nominasi jumlah bantuan yang di tentukan.
22
 
Di Kabupaten Mesuji hampir keseluruhan kecamatan yang tersebar di 
setiap kabupaten Mesuji sudah menerima bantuan rumah layak huni.dan 
kecamatan Mesuji salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Mesuji 
sudah sejak tahun 2015 menerima bantuan ini.Masyarakat kecamatan Mesuji 
tergolong miskin banyak yang menerima bantuan rumah loayak huni yaitu 
sejumlah 200 kepala keluarga pada tahun 2017.Mata pencaharian masyarakat 
lebih mendominasi pada sektor pertanian seperti sawahndan lading. Sebagian 
lain menggantungkan hidupnya pada hasil buruh, berdagang, membuka 
industry rumahan, dan lain-lain. Sektor pertanian yang lebih mendominasi 
akan tetapi kecamatan ini masih saja terpuruk dalam hal papan. Tingkat 
pendidikan masyarakat masih cukup rendah terutama pada daerah-daerah 
terpencil yang tidak dibarengi dengan keahlian kreatifitas menjadikan 
banyaknya pengangguran pada masyarakat. Dengan adanya program bantuan 
rumah layak huni di kecamatan Mesuji dapat membantu masyarak untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segi hal kebutuhan papan dan jika 
tujuan program bantuan rumah layak huni dapat terlaksana dengan baik dapat 
membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat.
23
 
Maka dari itu Perlu adanya peran yang serius dari pemerintah dalam 
menangani angka kemiskinan ini, melalui program bantuan rumah tidak layak 
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huni ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah 
yang sehat dan layak huni sebagaimana mestinya. Kebutuhan akan rumah 
merupakan salah satu kebutuhan manusia setelah pangan dan sandang. Setiap 
individu manusia pada dasarnya akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan 
dasarnya dari pada kebutuhan sekundernya. Begitu pula kebutuhan akan 
rumah, setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhan rumah dalam setiap 
tingkat kehidupan masyarakat dengan memperhatikan selera dan kemampuan 
yang dimilikinya.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan merasa 
perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui secara mendalam tentan 
program bantuan rumah layak huni, yaitu dengan mengangkat judul 
penelitian:   
“ ANALISIS PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI 
TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN 
MESUJI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah 
penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana implementasi program bantuan rumah layak huni dan 
pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Mesuji? 
2. Bagaimana implementasi program bantuan rumah layak huni dalam 
perspektif ekonomi Islam? 
21 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, 
menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula 
dengan penelitian yangakan penulis lakukan. Adapun tujuan khusus 
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui implementasi program bantuan rumah layak huni 
dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 
penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mesuji,sehingga 
terjadi kelestarian terhadap manfaat bantuan rumah layak huni. 
b. Untuk mengetahui implementasi program bantuan rumah layak huni 
dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pada Kecamatan 
Mesuji menurut ekonomi Islam. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Pemerintah 
1) Sebagai dasar yang objektif dalam pengambilan keputusan serta 
sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang akan 
dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. 
2) Merancang strategi bantuan yang tepat untuk mengentaskan 
kemiskinan. 
b. Bagi Peneliti 
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1) Untuk memperdalam pengetahuan peneliti dibidang program 
bantuan rumah layak huni dan pengentasan kemiskinan. 
2) Sebagai implementasi atas teori yang telah didapat pada 
perkuliahan dan menambah wawasan akan kasus nyata 
dalamdunia pembangunan. 
c. Bagi Pihak Lain  
1) Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk menambah wacana 
baru bagi dunia akademis. 
2) Memperkaya khasanah penelitian yang ada serta dapat digunakan 
sebagai pembandingan penelitian berikutnya. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenisdan sifat penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. 
Menurut Sugiyono, kualitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat.  
postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, 
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.
24
 Metode kualitatif 
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digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang 
mengandung makna.Makna adalah data yang sebenarnya dilapangan. 
Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke Dinas 
Kecamatan Mesuji dan masyarakat miskin yang mendapat bantuan, 
guna mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dilapangan. 
 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian 
ini memberikan gambaran tentang program bantuan rumah layak huni. 
Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-
gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, 
mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
25
 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder.
26
 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau 
objek yang diteliti. Sumber data primer langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Data primer yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah data-data yang penulis peroleh secara langsung dengan 
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melakukan interview (wawancara) kepada para staf dan  masyarakat 
yang mendapatkan bantuan rumah layak huni. 
b. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau lewat dokumen. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, 
atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 
dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dan 
dalam penelitian ini data diperoleh dari data-data yang dimiliki oleh 
dinaskecamatan Mesujidan masyarat miskin yang mendapatkan 
bantuan rumah layak huni,Jurnal, Artikel, Buku, Koran, Majalah, dll. 
3. Populasi dan Sampel  
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi dari  keseluruhan karakteristik 
dari objek yang diteliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan.
27
Dalam konteks ini populasi yang diambil adalah 
Camat Mesuji dan staf Kecamatan Mesuji, dan beberapa masyarakat 
miskin.Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian 
terdapat suatu populasi perlu mendapat pertimbangan berapa besar 
populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi tidak memungkinkan 
untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang bisa 
dinamakan sampel. 
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b. Sampel  
Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan 
bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga 
dimiliki oleh sampel.
28
Jika populasi besar dan peneliti tidak 
memungkinkan mempelajari seluruh yang ada dalam populasi.Sampel 
yang diambil harus betul-betul representatif atau dapat mewakili. 
Dalam penelitian kali ini peneliti mengambil sampel sebanyak 20 
sampel,5 orang dari pihak Kantor Kecamatan Mesuji dan 15 orang dari 
masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni. Hal ini 
dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, selain itu karena 
tidak semua populasi mau dimintai informasi. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
29
 
a. Observasi  
Metode observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan 
secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-
gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini 
penulis langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan mendapatkan data 
tentang analisis program bantuan rumah layak huni terhadap 
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pengentasan kemiskinan di Kecamatan Mesuji dalam perspektif 
Ekonomi Islam pada dinas Kecamatan Mesuji dan masyarakat 
Miskinserta melakukan pengamatan lapangan pada pelaksanaan 
program bantuan rumah layak huni yang terkait. Penelitian ini adalah 
penelitian non partisipan yang artinya peneliti hanya mengamati dan 
memperoleh data dari luar tanpa ikut berpartisipasi dalam kegiatan, 
peneliti hanya sebagai pengamat independen. 
b. Wawancara (interview) 
Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 
digunakan peneliti untuk melakukan studi pendahuluan demi 
menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk 
mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit. Dalam proses ini 
penulis melakukan wawancara yang tidak berstruktur yaitu melakukan 
wawancara yang bersifat bebas (berbincang-bincang) dengan Kepala 
Dinas ecamatan mesuji, Staf Dinas Kecamatan Mesuji, para penerima 
bantuan rumah layak huni. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah besar fakta dan 
data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi 
misalnya catatan harian, biografi, kebijakan, foto dan lain 
sebagainya.Adapun pelaksanaan metode ini adalah dengan mencatat 
data yang ada pada dokumen-dokumen, catatan harian, buku pedoman, 
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dan arsip yang ada pada Dinas Kecamatan mesuji serta foto-foto 
rumah yang mendapat bantuan. 
5. Pengolahan Data 
Setelah sumber mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber 
diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses 
sesuai dengan kode etik penelitian dengan cara pemeriksaan data 
(editing). 
Pemeriksaan data (editing) adalah pengecekan atau pengoreksian 
data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-
kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. 
6. Teknis Analisis Data 
Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 
dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam 
analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing 
verification.
30
 
a. Data Reduction (reduksi data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
membuang yang tidak perlu. 
b. Data display (penyajian data) 
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Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, 
bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. 
c. Conclusing drawing/Verification 
Conclusing drawing/Verification adalah penarikan kesimpulan 
dan memverifikasi  masalah hasil temuan yang akan menjawab 
rumusan masalah penelitian yang dirumuskan sejak awal. 
Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang 
diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis 
sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisisnya. 
Penulis akan menganalisis secara deskriptif kualitatif berupa 
kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berprilaku dapat 
dimengerti. Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan menguraikan 
dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan 
pendekatan berfikir deduktif. 
Deduktif adalah cara berfikir yang berdasarkan pada 
pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum, fakta-fakta 
yang unik dan mernagkai fakta-fakta yang umum itu menjadi suatu 
pemecahan yang bersifat khusus.
31
 Dengan metode tersebut akan 
diuraikan program bantuan rumah layak huni terhadappengentasan 
kemiskinan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dari penafsiran 
awal. 
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BAB II 
LANDASAN TEORITIS 
 
A. Tinjauan Tentang Kemiskinan 
1. Pengertian Kemiskinan 
Menurut para ahli kemiskinan itu bersifat multidimensional. 
Artinya, karena kebutuhan manusia itu macam-macam, maka kemiskinan 
pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka 
kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, 
organisasi sosial politik dan pengetahuan juga keterampilan. Dan aspek 
skunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber 
keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut 
termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang 
sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan 
yang rendah.
32
 
Menurut Ravallion kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki 
tempat tinggal bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang 
umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak 
memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak 
                                                          
32
Lincolin Arsyat, Op. Cit, h. 299 
30 
 
karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan 
tidak memiliki rasa bebas.
33
 
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang  
penanganan  fakir miskin, kemiskinan  adalah  kondisi  sosial  ekonomi 
seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak 
dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 
bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau 
sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 
pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, 
lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindakan 
kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang 
dikeluarkan oleh kementerian Bidang Kesahteraan (Kesra) tahun 2004 
menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku 
pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatanya tidak mencukupi 
untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. 
Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmapuan secara ekonmi 
untuk memenuhistandar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. 
Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan 
pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, 
sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga 
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akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar 
hidup rata-rata seperti standar kesehata masyarakat dan standar 
pendidikan.
34
 
Dari sisi lain, Fernandez menambahkan tentag beberapa cirri 
masyarakat miskin ditinj dari beberapa aspek, antara lain: 
a. Aspek Politik yaitu tidak memiliki akses keproses pengembalian 
keputusanyang menyangkut hidup mereka.  
b. Aspek Sosial yaitu tersingkir dari instusi utama masyarakat yang ada.  
c. Aspek Ekonomi yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, 
termasuk kesehatan, pendidikan, ketrampilan yang berdampak pada 
rendahnya penghasilan dan rendahnya kepemilikan atas aset 
lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan. 
d. Aspek Budaya atau Nilai yaitu terperangkap kedalam budaya 
rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, 
berpikir pendek dan mudah menyerah. 
Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetep relevan dan 
penting untuk dikaji dan diupayakan penanggulangannya, kalau tujuan 
pembangunan nasional yang adil dan merata serta terbentuknya manusia 
Indonesia seutuhnya yang ingin dicapai.
35
 
 
                                                          
34
Prof. Dr. Sam F. Poli, M.A, Memberdayakan Kaum Miskin (Yogyakarta: 2005), h. 75. 
35
Ibid. 
32 
 
2. Bentuk Danjenis Kemiskinan 
Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah 
mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan  
macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu 
kemiskinan absolut,  kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan 
kemiskinan struktural, Kemiskinan Absolut.
36
 
a. Kemiskinan Absolut 
Pada dasarnya, konsep kemiskinan seringkali dikaitkan dengan 
sebuah pemikiran atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan 
atas tingkat kebutuhan biasannya dibatasi pada kebutuhan pokok atau 
kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat 
hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan 
minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan 
minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak 
miskin atau sering disebut dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini 
sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan 
untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan 
untuk menjamin kelangsungan hidup. 
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b. Kemiskinan Relatif 
Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat 
memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti orang 
tersebut miskin. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun 
pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar 
minimum, namun ternyata pendaptan orang tersebut masih jauh lebih 
rendah dari orang yang ada disekitarnya, maka orang tersebut masih 
berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena keniskinan lebih 
banyak ditentukan oleh keadaan seitarnya, dari lingkungan orang yang 
bersangkutan. Konsep kemiskinan ini yang kemudian dikenal dengan 
konsep kemiskinan relatif. Di samping itu terdapat bentuk-bentk 
kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan yaitu: 
kemiskinan natural, kultural dan struktural. 
1) Kemiskinan Natural 
 Kemiskinan natural adalah karena dari awalnya memang 
miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin karena tidak 
memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya ala, sumber 
daya manusia maupun pembangunan. kemiskinan natural ini 
merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah 
seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. 
Kemiskinan ini merupakan kemiskinan yang sudah parah dan pada 
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umumnya merupakan daerah yang krisis sumber daya alamnya atau 
daerah yang terisolasi. 
2) Kemiskinan Kultural 
Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi 
sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat 
yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif  
tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. 
Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak 
pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak 
lain. 
3) Kemiskinan Struktural 
 Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang 
disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada 
umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial 
politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. 
Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur 
diskriminatif. 
3. Indikator Kemiskinan 
Beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan sebagai 
indikator kemiskinan, antara lain: tingkat konsumsi beras per tahun, 
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tingkat pendapatan, indeks kesejahteraan masyarakat, dan indeks 
kemiskinan manusia.
37
 
a. Tingkat Konsumsi Beras 
Tabel 2.1 
Indikator Kemiskinan dilihat dari Konsumsi Beras Pertahun
38
 
No Kategori Konsumsi Beras (Kg) 
Pedesaan Perkotaan 
1 Melarat 180 kg 270 kg 
2 Sangat Miskin 240 kg 360 kg 
3 Miskin 320 kg 480 kg 
 
Secara umum Profesor Sayogyo mengatakan bahwa penduduk 
pedesaan digolongkan miskin jika mengkonsumsi beras kurang dari 240 
kg per kapita per tahun, sedangkan, untuk daerah perkotaan adalah 360 kg 
per kapita per tahun. Patokan ini sebenarnya menggambarkan garis yang 
sangat miskin karena hanya didasarkan atas jumlah pangan minimal yang 
diperlukan untuk sekedar menyambung hidup. Namun, sejak tahun 1979 
sampai sekarang garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah 
dengan garis Miskin, yaitu untuk daerah pedesaan setara dengan 480 kg 
per kapita per tahun dan untuk daerah perkotaan setara dengan 720 kg per 
kapita per tahun. 
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b. Tiingkat Pendapatan 
Batas garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan, 
presentase penduduk miskin di indonesia laporan pada tahun 2013 
yang dikeluarkan BPS menujukan bahwa “jumlah penduduk miskin 
(penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis 
kemiskinan)”. 
Tabel 2.2 
Jumlah Penduduk Miskin Desember 2014-2015 
 
No Wilayah Bulan/Tahun Jumlah (Ribu) Presentase (%) 
1 Nasional Maret 2014 28,280.03 11.25 
Maret 2015 28,592.79 11.22 
2 Kota Maret 2014 10,507.20 8.34 
Maret 2015 10,652.64 8.29 
3 Desa Maret 2014 286.097 14.25 
Maret 2015 17,940.15 14.21 
Sumber : BPS Tahun 2016 
Berdasarkan tabel 2.2 di atas presentase penduduk miskin 
sebagian besar terkosentrasi didaerah perkotaan dan pedesaan. Dimana 
tampak adannya kecendrungan bahwa presentase penduduk miskin 
sebagian besar terkosentrasi didaerah pedesaan. Hal ini 
mengidentifikasikan rendahnya kualitas hidup masyarakatdi pedesaan. 
Adannya ketimpangan dalam pola pembangunan dan belom 
termanfaatkannya sumber daya yang ada di pedesaan secara 
menyeluruh hanya merupakan sedikit dari sekian banyak permasalahan 
yang menyebabkan keerbelakangan di daerah tersebut. 
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Perbedaan yang mencolok pada penepatan garis kemiskinan 
anatara daerah pedesaan dan perkotaan karena dinamika kehidupan 
yang berbeda antara keduannya. Penduduk di daerah perkotaan 
memiliki kebutuhan yang relatif sangat beragam dibandingkan dengan 
daerah perdesaan. Sehingga mempengaruhi pola pengeluaran mereka. 
Kesejahteraan Masyarakat 
Indikator kesejahteraan ini dilihat dari 9 komponen, yaitu 
kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, 
perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Namun, 
yang sering digunakan hanya empat komponen, yaitu kesehatan, 
konsumsi makanan dan gizi, pendidikan dan perumahan. sedangkan 
indikator yang lainnya sulit diukur dan sulit dibandingkan antar daerah 
atau antar waktu. 
c. Indeks Kemiskinan Manusia 
Indeks ini deperkenalkan oleh UNDP (United National 
Development Program) dalam salah satu laporan tahunan, Human 
Development Report. Indeks ini terlahir karena ketidak puasaan UNPD 
dengan indikator pendapatan per dollar per hari yang digunakan oleh 
bank dunia sebagai tolak ukur kemiskinan disuatu wilayah atau negara. 
Dengan adannya indeks ini, UNPD sengaja mengganti ukuran 
kemiskinan dari segi pendapatan (Bnak Dunia) dengan ukuran dari 
segi pendapatan kualitas hidup manusia. Argumen umum yang 
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digunakan oleh UNPD dalah bahwa tolak ukur kemiskinan dari 
seseorang adalah jika dia tidak mampu menjangkau (atau bahkan tidak 
mempunyai akses) terhadap sarana puplik dasar dan tingkat kualitas 
hidup mereka sendiri adalah rendah. Jadi,bukan berapa banyak 
pendapatan perdollar per kapita yang mampu mereka raih tiap 
harinnya. Ada tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan 
yaitu : 
1).  Tingkat kehidupan, dengan asumsi bahwa karena tingkat kesehatan 
yang begitu rendah, sehingga lebih dari 30  persen penduduk 
negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 
tahun. 
2). Tingkat pendidikan dasar, diukur oleh presentase penduduk usia 
dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, 
misalnya hilangnya hak pendidikan pada kaum wanita. 
3). Tingkat kemampuan ekonomi, diukur oleh presentase 
pendudukyang tidak memiliki askes terhadap sarana kesehatan dan 
air bersih, serta presentase anak-anak dibawah usia lima tahun yang 
kekurangan gizi. 
Oleh karena itu, nilai indeks kemiskinan manusia 
mempresentasikan proporsi jumlah penduduk di suatu wilayah yang 
kehilangan tiga nilai popok tersebut.angka indeks kemiskinan manusia 
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yang rendah menunjukan tingkat kemiskinan yang rendah pula, begitu 
juga sebalikanya.
39
 
Islam membahas kemiskinan muncul banyak pengertian 
disebabkan tolak ukur kemiskinan yang digunakan berbeda antara satu 
negara dengan negara lainnya. Demikian juga dengan Islam. Menurut 
Al-Ghazali, mendefinisikan kemiskinansebagai ketidakmampun 
seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri baik dari segi 
kebutuhan material dan keutuhan rohani. Argumen tersebut juga dibuat 
oleh Ahmed, kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang 
dan jasa, tetpi juga kurangnya kemiskinan dalam roh.
40
 Islam 
menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu 
membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keuarga dan juga 
masyarakat. Al-Qur’an memberikan peringatan terhadap manusia yang 
melalaikan kemiskinan, seperti dalam surah Al-Maa’uun ayat1- 7: 
                     
                     
                     
         
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Artinya : 1. Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah 
orang yang menghardik anak yatim, 3.dan tidak mendorong memberi 
makan anak yatin, 4. Maka celakalah orang yang shalat, 5. (yaitu) 
orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, 6. Yang berbuat ria, 7. 
Dan enggan (memberikan) bantuan.
41
 
 
Surah Al-mMaa’uun ayat 1-7 menunjukan bahwa kemiskinan itu 
berada semenjak manusia itu ada. Banyak orang mengaku beragama 
dan shalat tetapi tidak ingin menolong orang-orang yang lemah dan 
miskin adalah termasuk kedalam golongan orang-orang yang 
mendustakan agama. Secara implisit pengertian tersebut mengandung 
makna bahwa kemiskinan dan ketidak miskinan akan selalu ada  agar 
manusia saling tolong menolong.
42
 Allah swt juga berfirman dalam 
surat Al-Muddatstsir ayat 42-47: 
                            
                     
                     
 
Artinya: 42. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar 
(neraka)? 43. Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-
orang yang mengerjakan shalat, 44. Dan kami tidak (pula) memberi 
makan orang miskin, 45. Dan adalah kami membicarakan yang bathil, 
bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, 46. Dan 
                                                          
 
41
Departemen Agama RI, Op.Cit, h.483. 
 
42
Ishomuddin, Sosiologi Perspektif Islam(Malang: UMM Pres, 2005), h. 353. 
41 
 
adalah kami mendustakan hari pembalasan,47.  Hingga datang 
kepada kami kematian
43
. 
 
 
Ayat di atas mengemukakan sebab-sebab dicampakannya 
segolongan manusia kedalam neraka di hari kemudian kelak. Salah 
satu dari sebab-sebab itu karena mereka tidak memberi makan kepada 
orang miskin atau tidak perduli terhadap penderitaan yang dialami oleh 
orang orang yang hidupnya melarat. Hal ini memberi petunjuk bahwa 
memberi makan kepada orang miskin atau kepedulian terhadap nasip 
orang yang melarat merupakan salah satu dari perintah agama yang 
harus ditegakan. Perintah ini emiliki kedudukan yang penting seperti 
seperti halnya perintah agama kepada manusia agar menegakan shalat 
atau menyembah Allah. 
Allah sudah memerintahkan umat islam untuk memperhatikan 
kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat 
Al-Maa’uun. Dalam sisi supply, Allah mengajarkan muslim yang 
untuk optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motifasi 
meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan kesabaran kesabaran 
sebagai benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, 
serta beriman kepada Allah SWT. 
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Rezeki yang berbeda yang diberikan antara manusia yang satu 
dengan yang lainnya akan menyebabkan kecemburuan sosial jika 
dilihat dari segi ekinomi, namun pemberian rizqi yang berbeda jika 
dilihat dari sisi demand, islam mempunyai mekanisme distribusi 
pendapatan, yaitu dngan zakat. Mekanisme ini sanggup meredam 
kecemburuan solusi dan mencukupi kebutuhan pokok golongan kelas 
bawah seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.
44
 
4. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan 
Kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang disebabkan 
karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya 
ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang menimbulkan 
distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas 
penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang 
terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas 
sumber daya manusia. Tingkat pendIdikan yang rendah tentunya akan 
mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengembangkan diri dan 
menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan 
pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. 
Tinginya ingkat pengangguran disuatu Negara ini, yang selanjutnya dapat 
menyebabkan kemiskinan. 
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Kemiskinan disebabkan oleh adannya ketimpangan dan 
kesenjangan oleh kaum kapitalis berhasil mengutamakan nilai-nilai 
ekonomi dari pada nilai yang lainnya. Seperti nilai politik mereka leluasa 
mempekerjakan kaum buruh dengan semena-mena. Dari berbagai 
kesenjangan ada di dalam kehidupan sosial yang membuat kum miskin 
menjadi semakin miskin dan orang-orang yang berada ditingkaytan astas 
menjadi semakin makmur.
45
 
Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi 
sumber daya dapat dinikmati oleh sebgian besar anggota masyarakat. 
Namun, karena ciri dan kondisi masyarakat yang sangat beragam dan 
ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang 
bersangkutan yang terkadang masih lemah, maka kebijakan nasional 
umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. 
Sehingga, kebijakan pemerintah belom berhasil memecahkan 
permasalahan kelompok ekonomi ditingkat bawah. Selain itu, kebijakan 
dalam negeri seringkali tidak terlepas dengan kondisi diluar negri yang 
secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, antara lain 
dari segi pendanaan pembangunan.
46
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Menurut pendapat Bagong Suyanto, ada tiga faktor penyebab 
terjadiinya kemiskinan dipedesaan maupun diperkotaan, yaitu: 
47
 
1. Sepitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, 
ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha. 
2. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan 
hasil produksilain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari,. 
3. Karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidak tahuan masyarakat, 
dengan artian mereka terlalu relatif terisolasir atau tidak memiliki 
akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang 
dibutuhkan.disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang 
gizi, mudah terserang penyait dan tidak berdaya atau rentan. 
Nanik Sudarwati, mengidentifikasikan bahwa golongan mskin 
dapat dikaitkan dengan permasalahn berikut:
48
 
1. Kekurang mampuan dalam meraih peluang ekonomi : pelang kerja, 
rendahnya upah, malas bekerja dan lain sebagainnya. 
2. Sumber daya alam yang terbatas serta Penguasaan aset produksi yang 
rendah : lahan, air, faktor produksi dan jangkauan pelayanan. 
3. Kondisi kurang gizi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup pokok. 
4. Mempunyai anak balita yang kurang gizi dan kesehatan yang rendah. 
5. Kondisi perumahan tak layak huni atau kumuh. 
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6. Kekurang mampuan menyekolahkan anak. 
7. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung serta kekurang 
mampuan meraih pelayanan kesehatan, air bersih dan keserasian 
lingkungan. 
Masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya melanda di Kota saja 
namun juga di Desa, dimana sebagian besar kemiskinan terjadi di wilayah 
Desa. Faktor-faktor yang telah dijelaskaan diatas merupakan 
permasalahan yang akan memperparah kondisi perekonomian yang 
menyebabkan kemiskinan. Salah satu ciri kondisi kemiskinan adalah 
tidak adannya sarana prasarana yang dibutuhkan serta kuaitas lingkungan 
yang kumuh dan tidak layak huni. Kemiskinan juga mencakup masalah 
struktural dan multidimensional yang mencakup sosial dan politik. 
Hans Dieter danSuwardi, mengatakan bahwa kemiskinan yang ada 
di kampung dapat digolongkanbaik kemiskinan tempat tinggal maupun 
kemiskinan penduduk.Kemiskinan tempattinggal kondisinya sebagai 
tempat tidak teratur sedangkan kemiskinan penduduk karenaditinjau dari 
segi sosial dan ekonominya sangat rendah termasuk penyediaan air 
danlistrik beserta prasarana yang minim. 
Pendapat di atas mempunyai penekanan bahwa karakteristik yang 
ada di daerah perkampungan dapat dilihat dari kondisi perumahan orang-
orangnya dan ketersediaan sarana prasarana umum dibutuhkan oleh 
masyarakat. Dalam proses pembangunan suatu Negara menurut Syahrir 
46 
 
ada tiga macam kemiskinan antara lain miskin karena miskin, kemiskinan 
ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat rendahnya tingkat 
pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang terolahnya potensi 
ekonomi dan seterusnya, Kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi 
di tengah-tengah kelimpahan atau kemiskinan yang disebabkan oleh 
buruknya daya beli dan system yang berlaku dan Kemiskinan yang 
disebabkan karena tidak meratanya serta buruknya perdistribusian produk 
nasional total.49 Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa 
faktor domianan yang menyebabkan terjadinnya kemiskianan adalah 
sempitnya lapangan pekerjan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, 
sumber daya alam terbatas dan kebijakan pemerintah. 
1. Lapangan Pekerjaan 
a. Pengertian Lapangan Pekerjaan 
Pengertian lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan tempat 
di mana seseorang bekerja.Saat ini sering kita dengar banyak orang 
yang menganggur artinya tidak punya tempat bekerja, akibatnya 
dia tidak mempunyai pendapatan serta jumlah pengangguran cukup 
tinggi menyebabkan beban bagi masyaakat bahkan menimbulkan 
kemiskinan.Lapangan pekerjaan menggambarkan di sektor-sektor 
produksi apa atau mana saja para pekerja menyandarkan sumber 
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nafkahnya, jika di lihat dari status pekerjaan menjelaskan 
kedudukan pekerjaan di dalam pekerjaan yang dimiliki atau 
dilakukannya. Adapun sebaran menurut jenis pekerjaan 
menunjukan kegiatan apa yang dikerjakan oleh pekerja yang 
bersangkutan. penduduk yang mencari pekerjaan adalah usia kerja 
yang mampu bekerja,usia angkatan kerja di Negara berkembang 10 
tahun dan di negara maju adalah 15 tahun,idealnya seseorang dapat 
bekerja mencari penghasialn adalah usia di atas 17 tahun. 
Angkatan kerja di Indonesia kualaitasnya masih rendah karena 
sebagian besar tingkat pendidikannya masih rendah.
50
 
Angka pengangguran tiap tahun terus bertambah apalagi saat 
ini sering terjadi PHK. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh 
tidak adanya lapangan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang 
mempunyai persyaratan tinggi, sehingga banyak tenaga kerja yang 
tidak bisa masuk.Akan tetapi ada pula orang yang sudah bekerja 
tetapi di-PHK. 
1. Pengaruh Lapangan Pekerjaan 
Sempitnya lapangan pekerjaan atau peluang usaha yang 
terjadi disuatu wilayah akan menyebabkan banyaknya 
pengangguran dimana tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang 
cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat 
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menyebabkan struktur ekonomi timpang, artinnya struktur 
ekonomi yang ada di dalam masyarakat secara tidak adil tidak 
memberikan kesempatan yang sama bagi setip orang untuk 
mendapatkan aset ekonomi. Artinnya didalam struktur ekonomi 
ada sekelompok kecil orang memiliki kemampuan mendapatkan 
aset ekonomi. Kenyataan inilah yang sering membuat 
ketimpangan semakin parah dan ketidak adilan dibidang 
ekonomi serta peluang yang diusahakan oleh masyarakat begitu 
minim yang akan menyebabkan rendahnya pendapatan dan 
terjadinnya pengangguran.
51
 
1) Rendahnya pendapatan 
Kemiskinan meliputi berbagai aspek.Kemiskinan sangat 
terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber 
daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan 
kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya 
investasi.Masih banyak variable kemiskinan yang melekat 
pada orang miskin. Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu 
dilihat karena akan sangat berpengaruh bagi program 
pengurangan kemiskinandidaerah berdasarkan corak dan 
karakteristik kemiskinan itu sendiri dan penyatuan gerak 
program pengurangan kemiskinan perku dilakukan, 
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mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang 
dipakai. 
Di Indonesia, ukuran kemiskinan yang terkenal adalah 
yang dibuat oleh Sayogyo yaitu parameter kemiskinan yang 
mengukur kemiskinan. Misalnya pengonsumsi beras per 
kapita per tahun, yaitu di bawah 420 kg bagi daerah perkotaan 
dan 320 kg bagi daerah pendesaan.Namun, sejak tahun 1979 
garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah dengan 
garis Nyaris Miskin, yaitu untuk daerah pedesaan setara 
dengan 480 kg per kapita per tahun dan untuk daerah 
perkotaan setara dengan 720 kg per kapita per 
tahun.Perbedaan ini dapat kita ketahui karena jumlah 
penduduk yang berbeda di kedua tempat tersebut.Penduduk di 
perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatife lebih banyak 
dibandingkan penduduk di pendesaan sehingga sangat 
berpengaruh terhadap pola pengeluaran dimasyarakat. 
Selain itu, terdapat juga pandangan lain dalam melihat 
kemiskinan di Indonoesia, misalnya mengukur kemiskinan 
melalui tingkat pendapatan dan pola waktunya. Kemiskinan 
juga dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan 
orang dengan tingkat pendapatannya sendiri.Lembaga 
pengembangan sumber daya manusia mendefinisikan 
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kemiskinan absolut sebagai ketidakmampuan untuk 
memenuhi standar minimumkebutuhan hidup.Sementara itu, 
kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidak mampuan 
untuk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
Kemiskinan absolut ini umumnya disejajarkan dengan 
kemiskinan relatif, yang artinya adalah keadaan perbandingan 
antara kelompok pendapatan dalam masyarakat. Intinya 
membandingkan antara kolompok yang mungkin tidak miskin 
dengan kelompok yang relatif kaya dengan mengginakan 
ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai 
ketimpangandistribusi pendapatan. 
Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan 
pendapat antara individu yang paling kaya dengan individu 
yang paling miskin.Semakin besar jurang pendapatan semakin 
besar pula variasi dalam distribusi pendapatan.Jika 
ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan 
kaum miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar 
menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.
52
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2) Tingkat Pengangguran 
Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana 
seseorang yang tergoong dalam kategori angkatan kerja tidak 
memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari 
pekerjaan. Pengangguran terjadi karena ketidak sesuaian 
antara permintaan dan penyedian dlam pasar kerja. Bentuk-
bentuk ketidak sesuaian pasar kerja antara lain akan 
menyebabkan banyaknya macam-macam pengangguran yaitu 
friksional, musiaman, siklikal, struktural dan teknologis. 
Tingkat pengangguran sangat erat hubungannya dengan laju 
pertumbuhanpenduduk. Laju pertumbuhan yang tinggi akan 
meningkatkan jumlahangkatan kerja (penduduk usia kerja), 
besarnya angkatan kerja inidapat menekan ketersediaan 
lapangan kerja di pasar kerja. Angkatankerja terdiri dari dua 
komponen yaitu orang yang menganggur dan orangyang 
bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya 
menunjukkan aspek-aspek yang tampak dari masalah 
kesempatan kerja di negara yangsedang berkembang. Apabila 
mereka tidakbekerja konsekuensinya adalah mereka tidak 
dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini 
52 
 
membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya 
jumlah kemiskinan yang ada.
53
 
b. Lapangan Pekerjaan dalam Islam 
Dalam islam, pendapatan yang diperoleh dari setiap individu 
adalah telah ditentukan oleh Allah, dimana ada orang yang 
diberikan rezki lapang dan ada pula yang dalam kondisi sempit 
(miskin) dalam surah Al-Israa’ Ayat 30 dijelaskan : 
                       
      
Artinya :Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada 
siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan-Nya; sesungguhnya 
dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-
Nya.
54
 
 
 Penjelasan ayat di atas menunjukan bahwa adanya 
perbedaan perolehan harta antara satu manusia dengan 
lainnya.Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara 
yang kaya dengan meskin, atau lapang dengan sempit, adanya 
batasan antara si kaya dengan si miskin akanmengakibatkan 
adanya strata social yang terjadi di masyarakat jika dilihat 
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dari pandangan ekonomi.Tentu saja batasan tersebut adalah 
bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja, 
memiliki skil atau ketrampilan sesuai dengan kerja, mau 
bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang 
seperti ini lah yang diberikan kelapangan rizki atau 
pendapatan oleh Allah SWT. 
Peluang usaha dalam islam untuk mendapatkan 
pekerjaan yang diusahakan oleh manusia telah dianjurkan 
oleh Allah dimana setiap hambanya yang mau berusaha dan 
mau bekerja keras pasti akan mendapatkan rezeki darinnya 
dan manusia dituntut untu mau berusaha. Penjelasan tentang 
anjuran untuk bekerja atau mencari peluang yang ada telah 
dijelaskan dalam surah Al-Jumuu’ah ayat 10 sebagai berikut: 
                  
              
Artinnya:Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah 
dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
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2. Sumber Daya Manusia 
a. Pengertian Sumber Daya Manusia 
Sumber daya yang berkualitas bagi suatu negara yang sedang 
berkembang seperti halnya Indonesia, merupakan faktor penting dalam 
upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara 
lain. Deolaliker (1997),
56
 menjelaskan bahwa modal manusia untuk 
menjadi sumber manusia yang andal dalam pembangunan apabila 
kualitasnya tinggi. Sumber daya manusia memiliki peranan penting 
dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan teknologi yang pada 
akhirnya dapat menimbilkan kenaikan produktifitas penduduk.  
Teori klasik Adam Smith,57 sumber daya manusia yang efektif 
adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, 
akumulasi modal fisik baru mulai dibutuhkan agar menjaga ekonomi 
tumbuh. Dengan kata lain, sumber daya manusia ini merupakan 
alokasi yang efektif untuk syarat suatu bangsa bisa terus maju. Sumber 
daya manusia merupakan bagaimana dalam memanfaatkan sumber 
daya manusia sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan 
jasa yang mempunyai nilai ekonomis baik untuk memenuhi kebutuhan 
pribadi dan masyarakat.
58
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b. Pengaruh Sumber Daya Manusia  
 Kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan modal 
awal dalam pembangunan suatu negara. Jika kualitas sumber daya 
manusiannya rendah maka akan menghambat perekonomian 
danmenjadi faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di indonesia ini. 
Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan taraf 
hidup yang rendah pula. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) 
meruakan ironi bagi bangsa yang memiliki potensial SDM yang besar. 
Bagaimanapun pesatnya teknologi, maupun besarnya modal namun 
jika tidak diiringi dengan kualitas SDM yang baik, trampil dan terlatih, 
maka semua hal itu akan menjadi sia-sia. Tersediannya barang modal 
yang caanggih hanya akan efektif jika digunakn oleh tenaga-tenaga 
yang terampil  dan terlatih, sehingga akan meningkatkan produktifitas 
tenaga kerja dan akan meningkatkan pendapatan. Mengatasi masalah 
SDM merupakan tantangan yang berat serta membutuhkan waktu yang 
lama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu perlu melihat 
secara rill sejauh mana pembangunan sumber daya manusia di 
indonesia sebagai modal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 
indonesia, yang dapat dilihat melalui indikator indeks pembangunann 
manusia/ Human Development Indeks (HDI).  
Secara implisit HDI menegaskan adannya kondisi hubungan 
antara kondisi pendidikan dan kesehatan dengan tingkat pertmbuhan 
56 
 
ekonomi suatu negara, karena secara konseptual, HDI memadukan tiga 
komponen utama yakni
59
: 
1) Kualitas hidup 
yaitu yang diwakili oleh indikator tingkat pertumbuhan 
ekonomi (GDP) perkapita pertahun. Peningkatan kualitas hidup 
yaitu meliputi kualitas manusiannya seperti jasmani dan rohani 
serta kemampuan kualitas hidupnya seperti perumahan dan 
pemukiman yang sehat. 
2) Kondisi kesehatan 
kondisi kesehatan penduduk yang diwakili oleh indikator 
usia harapan hidup, kualitas kesehatan juga dilihat dari angka 
kematian bayi yang cukup besar dibanding angka kelahiran bayi 
merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan 
masyarakat.
60
Kesehatan merupakan alat untuk mengevaluasi 
kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk 
pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada 
khususnya.Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar 
kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka 
harapan hidup.Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih 
baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan 
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demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh 
pendapatan lebih tinggi. 
3). Tingkat pendidikan 
Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan 
serta menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar 
yang dimiliki masyarakat. Pada dasarnya jenis dan tingkat 
pendidikan dianggap dapat mewakili kualitas sumber daya 
manusia. Pendidikan adalah salah satu proses yang bertujuan 
untuk menambah keterampilan, pengetahuan dan meningkatkan 
kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang 
individu. Hal-hal yang melekat padadiri orang tersenut merupakan 
modal dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
Jenjang di indonesia yang dipakai oleh BPS adalah: tidak sekolah, 
tidak lulus sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 
sekolah menengah atas, program diploma dan universitas. Makin 
tinggi nilai aset maka makin tinggi pula kemampuan mereka untuk 
bekerja. Pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah 
akan berpenghasilan yang rendah atau tidak cukup untu memenuhi 
kebutuhan sosial yang harus dipenuhi.Semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat keahliannya, 
58 
 
sehingga perusahaan tempatnya bekerja memperoleh keuntungan 
dari hasil yang dikerjakan dan akan memberikan bayaran yang 
mahal. Dan semakin sejahteralah hidup mereka yang 
berpendidikan tinggi.Sangat berbeda bagi mereka yang 
berpendidikan rendah, dengan keahlian yang dimiliki sangat 
minim sehingga jarang ada perusahaa yang mau untuk menerima 
bekerja.Kondisi pendidikan yang diwakili oleh tingkat melek buta 
huruf dan partisipasi pendidikan/sekolah merupakan batasan 
dalam pendidikan dimana jika disuatu daerah masih banyak yang 
tidak bisa membaca atau partisipasi untuk bersekolah kurang maka 
dapat diidentifikasikan jika diwilayah tersebut masih banyak yang 
berpenghasilan dibawah rata-rata.
61
 
c. Sumber Daya Manusia dalam Islam  
Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka menjadi 
khalifah dimuka bumi, hal ini banyak dicantumkan dalam Al-Qur’an 
dengan maksud agar manusia dengan kekuatan yang dimilikinnya 
mampu membangun dan memakmurkan bumi ini diperlukan proses 
yang panjang. Penciptaan manusia sebagai makhluk Allah SWT, dan 
juga termasuk sebagai sumber daya manusia islami. Manusia 
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diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Sebagaimana dalam firman 
Allah SWT dalam surat At-Tiin: 4 yaitu: 
      
Artinnya: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya.
62
 
 
Hadits diatas dapat penulis simpulkan yang dimaksud dengan 
sumber daya manusia islami adalah dimana manusia itu sendiri memiliki 
iman yang kuat mau berusaha dan bekerja keras untuk memenuhin 
kebutuhan hidup untuk mengurangi kemiskinan. Pembangunan manusia 
dalam islam tentuannya harus memperhatikan dua potensi yakni lahiriah 
sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. 
Pendidikan dalam islam memandang tinggi masalah SDM ini khususnya 
yang berkaitan dengan akhlak (sikap, pribadi, etika dan moral), agar 
manusia dalam menjalankan kehidupannya terutama dalam menjalankan 
aktifitas ekonomi sesuai dengan Al-Qur’aan dan Sunnah Rasulullah 
SAW. oleh karenannya sember daya manusia islam, karena potensi yng 
ada dlam diri manusia islam tersebut dapat membaw kepada kesejahtern 
bagi perusahaan saat mereka beribadah (berkerja).
63
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3. Sumber Daya Alam 
a. Pengertian Sumber Daya Alam 
Sumber daya alam adalah faktor produksi atau merupakan input 
bagi perusaan dan kegiatan ekonomi. Semikin maju suatu 
pereonomian secara absolut semakin banyak jumlah dan macam-
macan sumber daya alam yang di olah, sehingga berubah dari sumber 
daya alam yang potensial menjadi sumber daya alam yang riil sifatnya. 
Istilah sumber daya alam tidak menunjukan suatu zat atau barang 
yang ada dialam sekitar, tetapi menunjukan fungsi-fungsinnyadidalam 
memuaskan kebutuhan tertentu bagi manusia. Jadi konsep sumber 
daya alam adalah mencerminkan penafsiran atau penilaian manusia 
dalam hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan. Oleh karena itu 
sumber daya alam tidak hanya menyakup tanah, air, udara, hutan dan 
mineral, tetapi juga lingkungan hidup.
64
 
b. Pengaruh Sumber Daya Alam 
Peran sumber daya alam hubungannya dengan pertumbuhan 
ekonomi merupakan masalah yang dialami oleh negara-negara yang 
sedang berkembang ialah sumber daya alam yang belum banyak 
diusahakan, sehingga masih bersifat potensial. Sumber-sumber alam 
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ini belum dapat menjadi sumber yang rill, karena kurangnya kapital, 
tenaga ahli dan wirausaha.
65
 
Menurut Shirley Walter Allen,
66
 dapun macam sumber daya 
alam dapat digolongkan menjadi tiga: 
1).  Sumber daya alam yang tidak dapat habis. Ini mencakup udara, air 
hujan dan matahari. 
2). Sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbarui dan 
dipelihara. Ini meliputi air yang ada di tempat seperti danau, 
sungai dan sebagainya, kualitas tanah, hutan, margasatwa. 
3). Sumber daya alam yang tidak dapat diganti. Ini mencakup sumber 
daya mineral seperti logam, minyak bumi dan batu bara. 
Terbatasnya sumber daya alam disuatu negara maka akan 
mengakibatkan tidak adanya perkembangan ekonomi. Alam sekitarnya 
akan membatasi kemungkinan usaha-usaha manusia untuk hidup dan 
mencapai sesuatu. Semakin maju suatu perekonomian secara absolute 
semakin banyak jumlah dan macam sumber daya alam yang diolah 
sehingga dapat berubah sumber daya alam yang potensial menjadi 
sumber daya alam yang rill sifatnya. Namun, pengolahan sumber daya 
alam haruslah tetap hati-hati baik sumber daya alam sifatnya terbatas 
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dan tidak dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang dapat 
diperbaharui.  
c. Sumber Daya Alam dalam Islam 
Dalam islam telah dijelaskan dalam surah Al-Jasiyah ayat 13 
sebagai berikut: 
                           
            
 
Artinnya:Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan 
apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
67
 
  
Hadits diatas telah menjelaskanbahwa Allah telah menjadikan 
sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan 
bagi kehidupan manusia, Yang demikian hanya ditangkap oleh 
manusia yang punya akal pikiran ataupun nalar. dalil diatas merupakan 
pondasi dari teori pengelolaan sumber daya manusia yaitu manusia 
ditugaskan sebagai khalifah dimuka bumi adalah untuk memelihara 
lingkungan hidup dengan tetap mendekatakan diri kepada allah. 
Penjelasan selanjutnya yaitu islam mengajarkan umatnya untuk selalu 
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menjaga lingkungan dan tidak membuat kerusakan lingkungan yaitu 
dalam surah Al-A’raaf ayat 56: 
                      
             
 
Artinnya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan 
rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 
berbuat baik.
68
 
 
 
4. Kebijakan Pemerintah 
a. Pengertian Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar 
kebijakan yang bersifat luas. Dalam bidang perekonomian, pemerintah 
mengatur sebaik-baiknya dan berinteraksi secara efektif sehingga 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan yang 
tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan kondisi 
kesejahteraan rakyat yang tinggi. 
Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk 
mengatur negara. Sesuai dengan sistem administrasi negara, kebijakan 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan internal yaitu kebijakan 
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yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi 
pemerintah sendiri. Kedua, kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang 
mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian 
kebijakan ini harus tertulis. 
69
 
b. Pengaruh Kebijakan Pemerintah 
Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam 
menciptkan keadilan disuatu negara utuk bisa mencukupi kebutuhan 
demi mensejahterakan rakyat. Jika pemerintah kurang peka terhadap 
laju pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin dapat menjadi salah 
satu fator kemiskinan.Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan 
yng mampu mengendalikan tingkat kemiskinan dinegarannya.
70
 
Struktur politik yang menyangkut rendahnya kualitas kebijakan 
pemerintah dalam menata struktur ekonomi negara. Dimana, berbagai 
laporan ekonomi pendapatan nasional dari tahun ketahun selalu 
mengalami peningkatan hanyalah berupa data-data kuantitatif. Akan 
tetapi rakyat selalu dibayang-bayangi dengan oleh berbagai kebijakan 
ekonomi yang tidak memihak kepadanya. Optimisme pendapatan 
nasional yang terus meningkat yang selalu didengungkan ternyata 
berlawanan dengan kenyataan yang ada dimana sektor rill tidak 
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mengalami perkembangan yang berarti. Kondidi inilah yang disebut 
dengan indikator rendahnya kualitas kebijakan politik pemerintah.
71
 
c. Kebijakan Pemerintah dalam Islam  
Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan, 
pada dasarnya terlebih dahulu diperhatikan oleh islam, yang dapat 
dilihat dalam tindakan Rosul disaat menyandingkan kaum Muhajirin 
dn Ansor dalam ikatan persoudaraan. Tindakan tersebut secara 
langsung, mendeklarasikan bahwa negara menjamin bagi setiap 
individu taraf hidup layak. Islammenetapkan prinsip-psinsip jaminan  
sosial secara jelas yang diaplikasikan dalam bentuk jaminan individu, 
keluarga dan masyarakat.
72
 
Islam mengajarkan, sesungguhnya seorang imam (pemimpin) 
diproyeksikan untuk mengambil alih peran nubuwah (kenabian) dalam 
menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah 
(kepemimpinan) kepada orang yang menjalankan tugas di atas pada 
umat adalah wajib berdasarkan ijma’ ulama. Pengangkatan pemimpin 
hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab orang yang berakal akan 
tuntuk kepada imamnya yang melindungi mereka dari segala bentuk 
ketidak adilan, memuuskan konflikdan permusuhan yang terjadi 
diantara mereka. Tanpa imam manusia akan berada dalam keadaan 
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choas, dan menjadi manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain. 
Pemimpin juga harus didasari oleh syariat, karena imam bertugas 
untuk mengurus  urusan agama serta setiap orang harus bisa 
melindungi diri dari ketidak adilan dalam pelayanan dan 
komunikasi.Karakteristik kepemimpinan dalam islam haruslah 
memiliki sifat bertakwa,berpengetahuan luas, adil, jujur, konsekuen 
dan bertanggung jabwab.
73
  
Allah berfirman dalam surah An-Nisaa ayat 59: 
                       
                        
                  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
74
 
 
 
 
 
                                                          
 
73
Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Bandung: Penerbit Erlangga, 2012), h. 
207-210. 
 
74
Departemen Agama Ri, Op.Cit. h. 61. 
67 
 
5. Kriteria Atau Cirri-Ciri Kemiskinan 
Beberapa cirri yang melekat pada penduduk misin yaitu: (1) 
pendapatan manusia rendah atau tidah berpendapatan, (2) tidak memiliki 
pekerjaan tetap, (3) pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan, (4) tidak 
memiliki tempat tinggal, (5) tidak terpenuhinya standar gizi minimal.
75
 
Menurut BKKBN, kreteria keluarga yang dikategorikan sebagai  
keluarga miskin adalah keluarga pra-sejahtera (pra-KS) dan keluarga sejahtera 
I (KS I). ada liama indicator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga 
dikatagorikan sebagai keluarga sejahtera I, yaitu sebagai berikut:
76
 
1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-
masing. 
2) Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih. 
3) Seluruh anggota keluar mempunyai pakaian yang berada di rumah, 
sekolah, bekerja dan bepergian. 
4) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. 
5) Bila anak sakit atau PUS (Pasang Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi 
ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern. 
Keluarga yang dikategorikan masuk dalam keluarga pra sejahtera 
apabila tidak memenuhi  salah  satu  dari 5 indikator diatas. Apabila 
memenuhi ke lima indicator tersebut maka dikategorikan keluarga sejahtera 
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I.77 dengan demikian, jika ada anggota melebihi dari kelima indikator 
tersebut maka keluarga tersebut dikategorikan keluarga yang sudah sejahtera 
dan dikategorikan keluarga kaya. 
Sedangkan menurut BPS mengkategorikan karakteristik kemiskinan 
sebagai berikut:
78
 
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang. 
2. Jenis lntai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu murahan. 
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayuberkualitas 
rendah / tembok tanpa diplaster. 
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah 
tangga lain. 
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 
6. Sumber air minum berasal dari sumur mata air tidak terlindung / 
sungai/air hujan. 
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / 
minyak tanah. 
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam dalam satu kali seminggu. 
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari. 
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11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik. 
Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas 
lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan 
dan atau pekerja lainya dengan pendapatan dibawah Rp. 600,00,- per 
bulan. 
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD 
/ tamat SD. 
13. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 
500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal 
motor, atau barang modal lainya. 
6. Pengentasan Kemiskinan 
Menurut penelitian Siti Mubaroqah, menjelaskan bahwa pengentasan 
kemiskinan ada 4 macam, diantaranya yaitu:
79
 
1. Pemberdayaa Masyarakat 
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prosesdi mana 
masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kesumber 
daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di 
dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Pemberdayaan 
masyarakat juga merupakan proses  siklus terus-menerus, proses 
partisipatif di mana anggota masyarakat  bekerja sama dalam  kelompok   
                                                          
79Siti Mubaroqah, “Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa 
Sangatta Utara Tahun 2014”, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 3, No, 2,(2015), h. 5. 
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formal  maupun  informal  untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman 
serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat 
lebih merupakan suatu proses. 
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri adalah 
program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis 
pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri adalah program nasional 
dalam wujud kerangka kebijakan  sebagai  dasar  dan  acuan  
pelaksanaan  program-program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat. 
PNPM Mandiri dilaksanakan  melalui harmonisasi dan 
pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, 
penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong 
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan 
kemiskinan yang berkelanjutan. 
Upaya lain pula yang di lakukanya kini   melalui pemberdayaan 
masyarakat untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, 
baiksecara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai 
persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan 
kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan 
yang besar dari perangkat pemerintah daerah sertaberbagai pihak untuk 
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memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil 
yang dicapai. 
3. PNPM Mandiri Perdesaan 
 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 
(PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau PNPM-Rural) 
merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang 
mendukung PNPM mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya 
adalah masyarakat perdesaan yang berdasar pada UU Nomor 25 Tahun 
2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. PNPM Mandiri 
Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur  Program 
Pengembangan  Kecamatan  (PPK) yang  telah  dilaksanakan sejak 1998-
2007. 
PNPM Mandiri Perdesaan ini sebagai salah satu program 
pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya, program ini 
memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana 
bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan, perumahan dan 
kesehatan bagi masyarakat diwilayah perdesaan. Program ini terdiri dari 
tiga komponen utama, yaitu, dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) 
untuk kegiatan pembangunan, Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk 
kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan  pelatihan 
masyarakat  (capacity building) serta pendampingan masyarakatyang 
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dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan 
fasilitator keuangan. 
4. Pembangunan Rumah Layak Huni 
Didalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perdesaan terdapat program pembangunan rumah layak huni. 
Hal ini sejalan dan mengacu pada mekanis mepelaksanaan PNPM 
Mandiri karena salah satu kebutuhan primer bagi manusia adalah 
terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) yang layak dan 
sehat. Pembangunan Rumah Layak Huni  memfokuskan pendekatan  
pelaksanaan padaprinsip-prinsip PNPM-MPd yaitu pembangunan 
partisipatif, tansparan, sederhana dan akuntabel. 
Strategi PNPM-MP untuk  pembangunan Rumah Layak Huni 
masyarakat perdesaan akan dilakukan dengan mendorong dan 
memberikan bantuan berupa Dana  Bantuan  Langsung  Masyarakat  
dan  Tenaga  konsultan  pendamping. 
Pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat diutamakan 
secara swakelola dan padat karya yang menjadi prioritas dengan 
tujuan gotong royong agar bias tetap terjaga sekaligus masyarakat 
dapat memperoleh pendapatan.Danadariprogram yang  diterima 
anggota masyarakat sebagai upah kerja atau transaksi bahan material 
dan lain-lain, diharapkan sekaligus memicu produksi dan konsumsi 
bagi pemulihan ekonomi masyarakat. 
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7. Kemiskinan dalam Perspektif Islam 
a. Definisi Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang 
sangat tidak dianjurkan oleh Islam. Islam melarang kepada umatnya 
untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai 
dengan firman Alah dam QS. An Nisa’ sebagai berikut : 
                      
          
 “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar.” (QS. An Nisa’ : 9)80 
 
Kemiskinan  merupakan  sebuah  konsep  multidimensi yang  sulit 
unuk didefinisikan secara tunggal. Banyak pakar dalam berbagai disiplin 
ilmu untuk mendefinisikannya.
81
 
Kemiskinan dalam perspektif Islam sesungguhnya memiliki 
sedikit pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan secara 
konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan kedalam dua kategori 
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yaitu fakir dan miskin.
82
 Definisi fakir menurut mazhab Syafii dan 
Hambali yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sekali karena ada 
sebab khusus yang syar’i (uzur syar’i), seperti usia tua, serta sibuk dalam 
dakwah sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah.
83 
Seperti yang 
tercantum pada QS. Al Baqarah (273) : 
                 
                  
                     
  
“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di 
jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak 
tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-
minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak 
meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik 
yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha 
Mengatahui.”(QS. Al Baqarah : 273)84 
 
Sedangkan pengertian orang miskin menurut mazhab Syafii dan 
Hambali adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri 
                                                          
82An Nisaa’ Siti Humanira, Kredit Berbasis Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan 
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dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan.
 
Hal ini 
didasarkan pada QS. Al Kahfi sebagai berikut: 
                      
            
“Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di 
laut, aku bermaksud merusaknya, karena dihadapan mereka ada seorang 
raja yang merampas setiap perahu.” (QS. Al Kahfi : 79) 
Menurut Al Ghozali kemiskinan adalah ketidakmampuan 
seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan 
memnuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan merupakan kemiskinan. Al 
Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan 
dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang 
berkaitan dengan kebutuhan rohani atau spiritual. Hal tersebut juga 
didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan bukan 
hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga 
kurangnya kemiskinna dalam roh. Rehman juga berpendapat bahwa umat 
Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan menigkatkan 
kehidupan material mereka. Selanjutnya, Chapra berpendapat bahwa 
Islam menjadi agama keseimbangan, telah memberikan penekanan yang 
sama pada kedua spiritual dan duniawi. 
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b. Kebutuhan Dalam Prioritas Pemenuhannya 
Kebutuhan manusia dalam konsumsi sebenarnya memiliki tingkat 
urgensi yang tidak selalu sama. Terdapat perioritas diantara satu dengan 
yang lainnya yang menunjukan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan 
dalam pemenuhannya. Menurut Almanan terdapat tiga jenis kebutuhan 
yaitu:
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1) Daruriyyah (kebutuhan primer) 
Suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi dengan segera, jika 
diabaikan maka akan menimbulkan resiko yang membahayakan 
eksistensi manusia. Seperti kebutuhan makan dan minum, jika tidak 
terpenuhi maka dapat menyebabkan kemadaratan bagi kesehatan. 
2) Hajjiyah (kebutuhan sekunder) 
Kebutuhan jika dipenuhi akan meningkatkan efisiensi, 
efektifitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Jika kebutuhan ini 
tidak terpenuhi maka tingkat efisiensinya akan berkurang dan 
membahayakan eksistensi manusia. Seperti kebutuhan makan dalam 
jumlah yang cukup dalam gizi/vitamin, tempat tinggal yang sehat dan 
memadai. 
3) Tahsiniyyah (kebutuhan tersier) 
Kebutuhan jika dipenuhi akan meningkatkan kepuasan dan 
kenikmatan, meskipun tidak menambah efisiensi ataupun efektifitas 
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Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam: teori dan praktik, (Diterjemahkan oleh potan 
Arip Harahap, Intermasa, Jakarta, 1992), h. 48. 
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dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Misalnya mengkonsumsi 
makanan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan memiliki rumah 
yang indah dan besar.  
Seorang muslim harus mengalokasikan anggarannya secara 
urut sesuai dengan tingkatan prioritasnya secara konsisten. Kebutuhan 
pada tingkat pertama harus dipenuhi, baru kemudian kebutuahan yang 
kedua dan ketiga. Konsumsi setelah dari ketiga ini diperkenankan akan 
tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam.
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B. Program Bantuan Rumah Layak Huni 
1. Pengertian Program Bantuan Rumah Layak Huni 
Menurut sulistyo, mudji, (3013) rumah merupakan kebutuhan dasar 
manusia.Yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana 
pembinaan keluarga.Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan 
perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataanya pemenuhan 
kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian 
masyarakat.
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Masalah kemiskinan merupaka  masalah sosial yang masih banyak 
dialami oleh penduduk Kabupaten Mesuji. Berdasarka kreteria yang 
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M.B. Hendri Anto, Pengantar ekonomika mikro islami ( Jalasutra:  Yogyakarta, 2003). h. 
132. 
87Ika Desiana, “ Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulant 
Bedah Rumah Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, 
Sekripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (2016) ,h. 30. 
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digunakan oleh BPS, untuk mengukur kemiskinan ahwa kondisi rumah rumah 
yang tidak layak huni merupakan cirri utama untuk membedakan keluarga 
miskin dan keluarga tidak miskin. 
Atas dasar pemikiran tersebut diatas, penyebab rumah layak huni atau 
pemugaran rumah tidak layak huni dapat memberkan kontribusi terhadap 
upaya penurunan angka kemiskinan. Program Bantuan Rumah Layak 
Huni(Barulahu) yang di gagas oleh pemerintah kabupaten Mesuji merupakan 
menyederhanakan dari 14 kreteria yang digunakan BPS menjadi 4 kreteria 
diantaranya: kodisi rumah tidak permanen dan rusak, dinding dan atab terbust 
dari bahan yang mudah rusak, lantai yang masih tanah, serta keluarga yang 
belum memiliki tempat tinggal. Dengan demikian angka tersebut diatas tidak 
serta merta akan mendapatkan pelayanan secara keseluruhan, namun secara 
selektif akan digunakan kreteria yang lebih sederhana namun lebih tepat 
sasaran. Program tersebut tidak lepas dari aspek program pembangunan Sai 
Bumi Serasan Segawe. 
Pelaksanaan program bantuan rumah layak huni memiliki korelasi 
positif dalam pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari 
program  Sai Bumi Serasan Segawe (Satu Bumi Satu Tujuan) dalam 
melaksanakan program bantuan rumaah layak huni secara serentak. 
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2. Tujuan, Sasaran Dan Karakteristik Program Bantuan Rumah Layak 
Huni 
a. Tujuan 
Untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama perumahan sebagai 
tempat tinggal, melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan 
perbaikan/rehabilitas rumah tidak layak huni, sehingga keluarga miskin 
dapat menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat 
dan sejahtera. Sasaran Program 
Sasaran program bantuan rumah layak huni adalah keluargarumah 
tangga miskin dengan kreteria sebagai berikut: 
1) Penduduk Kabupaten Mesuji yang memiliki KTP dan sudah menetap 
secara terus menerus minimal 3 tahun. 
2) Kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan dasar secara layak. 
3) Status tanah dan rumah yang ditempati adalah milik sendiri, dengan 
dibuktikan dengan surat kepemilikan yang syah. 
4) Atap rumah dalam kondisi rusak atau terbuat dari daun, dinding rumah 
dalam kondisi rusak atau tidak layak dan lantai dalam keadaan rusak 
atau kondisi lantai dari tanah, serta luas lantai kurang dari 8 m2 per-
orang dan tidak memiliki MCK. 
 
80 
 
3. Mekanisme Peyalura Bantuan Rumah Layak Huni 
a. Dinas sosial menyampaikan bantuan berupa bahan bangunan yang 
disesuaikan dengan ebutuhan, melalui pihak ketiga (rekan) kepada kepala 
keluarga yang rumahnya dinyatakan lolos seleksi dengan ditandai atau 
ditempel stiker. 
b. Bantuan bahan bangunan diserahkan langsung kepada penerima bantuan 
di tempat masing-masing yang pengerjaanya dilaksanakan secara 
swakelola dan diawasi langsung oleh pendamping teknis yang telah 
ditujukan.  
4. Pendamping Pelaksana 
Pendamping adalah petugas lapangan yang memiliki kepedulian 
terhadap keluarga miskin berumah tidak layak huni yang didasarkan pada 
persyaratan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas pendamping 
dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni, (seperti PSM: 
Pekerja Sosial Masyarakat, atau TKSM; Tenaga Kesejahteraan Masyarakat, 
Karang Taruna, Masyarakat dan lain-lain). 
5. Pengawas  
Pengawas dapat dilakukan langsung oleh masyarakat dalam rangka 
untuk mengetahui ketepatan sasaran, kebenaran pemanfaatan bantuan. 
C. KajianPenelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai program bantuan rumah layak huni dan pengentasan 
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kemiskinan telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasil dari 
beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Siti mubaroqah, implementasi program pembangunan rumah layak huni di 
desa sanggatan utara tahun 2014. Dipublikasikan sebagai jurnal 
pemerintahan, Vol. 3 No. 2. 2015. Metode analisis ini menggunakan 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan 
dan  penelitian  lapangan  yang  terdiri  dari  observasi,  wawancara   dan 
dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah  deskriptif dan akan di analisis 
secara kualitatif. Dan hasil penelitian  diketahui bahwa Implementasi 
Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 
2014 hasilnya cukup baik dengan melalui proses panjang dimulai dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang 
dilakukanoleh pelaku didesa, kecamatan hingga kabupaten dan 
masyarakat penerima manfaat. Dengan adanya perubahan yang signifikan 
dari rumah masyarakat penerima manfaat adanya Program Pembangunan 
Rumah Layak Huni Tahun 2014. 
2. Ika Desiana, kemampuan masyarakat miskin memenuhi persyaratan 
bantuan stimulant bedah rumah (Studi kasus di desa labuhan makmur, 
kecamatan way serdang, kabupaten Mesuji), metodologi yang di gunakan 
peneliti ini adalah dengan teknik purposive sampling, dan hasil penelitian 
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ini bahwa program stimulasi bedah rumah belum sepenuhnya mencapai 
keberhasilan dikarenakan ada beberapa masyarakat miskin di desa 
labuhan makmur yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Peneliti ini 
cenderung melihat pada persyaratan pengambilan bantuan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Mesuji dalam pencapaian 
keberhasilan program stimulant bedah rumah.   
3. Lawungni nastiti, implementasi program rehabilitas rumah tidak layak 
huni dikabupaten magenta tahun 2014 (ilmu  pemerintahan fisip undip, 
semarang, metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
metode gabungan antara kualiltatif dan kuantitatif dengan metode 
deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program 
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini pada prakteknya sudah berjalan 
cukup baik karena pelaksanaan di sebagian besar desa berhasil 
memperbaiki beberapa komponen rumah seperti atap, lantai, dinding, dan 
jamban. 
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BAB III 
LAPORAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 
1. Gambaran Umum Kecamatan Mesuji 
Kecamatan Mesuji adalah merupakan salah satu kecamatan dari 
kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji. Dengan luas wilayah 
seluruhnya 6.737 Km
2
 dari 11 desa  dengan jumlah penduduk yaitu 
46.372 jiwa yang terdiri dari 12.044 KK, laki-laki 23.172 jiwa dan 
perempuan berjumlah 23.200 jiwa. Penduduk kecamatan Mesuji pada 
umumnya bekerja atau bermata pencaharian dan disektor 
pertanian/perladangan. Bataswilayah Kecamatan Mesuji adalah sebagai 
berikut: 
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bangun Jaya 
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Raya 
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simapang Pematang 
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mulya Asri 
a. Ruang Lingkup Keadaan Kecamatan 
Kecamatan Mesuji terdiri dari beberapa suku diantaranya 
suku Jawa, Sunda, LampungMesuji , Batak, Padang, dan masih ada 
yang lainnya. Tingkat kehidupan penduduk pada umumnya bergerak di 
bidang pertanian terdiri dari sawah dan petani lading, disamping 
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pertanian atau bercocok tanam sangat potensial juga di bidang 
peternakan, perdagangan dan industri kecil atau industry rumah 
tangga.Tentang sumber daya manusia di Kecamatan Mesuji ini pada 
umumnya masyarakat telah maju di bidang pendidikan. 
b. Arahan Kebijaksanaan Pengembangan 
Dalam rangka untuk mencapai keseimbangan pembangunan 
daerah yang serasi yang berkelanjutan dengan proses pemberdayaan 
masyarakat pedesaan dan pembangunan ekonomi yang dapat 
menunjang program pengentasan kemiskinan melalui program 
penyediaan prasarana dan sarana pembangunan perekonomian rakyat 
ini akan memberikan suatu kerangka upaya pemanfaatan potensi 
wilayah kecamatan yang menekankan kepada sinergi tiga hal pokok 
yaitu integritas kebijaksanaan pengembangan wilayah, sinkronasi 
kegiatan pembangunan sektor, dan akomodasi atas potensi dan 
kebutuhan masyarakat. 
c. Potensi Perkembangan 
 
1) Kondisi Fisik Wilayah dan Sumber Daya Alam 
Kecamatan Mesuji terletak pada daerah yang sangat strategis 
yaitu terletak diantara kecamatan-kecamatan yang telah 
maju/berkembang dengan baik seperti Kecamatan Bangun Jaya dan 
berbatasan pula dengan Tulang Bawang.Kecamatan Mesuji berada 
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pada daerah perladangan yang dapat diandalkan sumber daya 
alamnya. Penggunaan lahan di Kecamatan ini pada umunya berupa 
ladang tegalan (38,90%), perkebunan (14,10%), pertanian sawah 
(10,25%) dan lainnya seperti pemukiman, pembangunan umum, 
dan lain-lain (36,24%). Kondisi fisik yang demikian sangat 
berpotensi untuk mendukung program sektoral kecamatan terutama 
pada sector perladangan dan pertanian. 
2) Kondisi Kependudukan 
Penduduk Kecamatan Mesuji pada umumnya bekerja pada 
sektor perladangan atau pertanian, hal ini dapat dilihat dari 
presentasi rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian atau 
perladangan (79,06%) sedangkan pada sektor industri (2,82%) 
dan lain-lain (18,12%). Potensi kependudukan pada Kecamatan 
Mesuji ini mempunyai potensi yang cukup besar dalam rangka 
mendukung sektor perladangan dan pertanian. Sedangkan untuk 
sektor lain seperti industri dan lain-lainnya dapat dijadikan 
sebagai sektor yang sangat menunjang perkembangan kecamatan 
dimasa mendatang. 
3) Kondisi Kegiatan Usaha 
Kegiatan sektor pada Kecamatan Mesuji sesuai dengan 
arahan program kecamatan yakni sektor pertanian dan 
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perladangan masih mendominasi kegiatan sektor usaha dan 
merupakan salah satu kecamatan andalan Kabupaten Mesuji. 
Masyarakat desa, kelompok-kelompok tani yang selalu 
mengadakan diskusi kelompok, peran koperasi yang amat besar 
bagi kegiatan perekonomian masyarakat akan dan di dukukung 
oleh sumber daya aparat kecamatan yang cukup baik. 
2. Kondisi PendudukKecamatan Mesuji 
Data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan 
pemerintah dalam segala bidang maupun dalam bidang usaha.Jika 
dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan dapat diukur dari beberapa 
indikator kemiskinan.Indikator kemiskinan merupakan ukuran ketetapan 
masyarakat dimana sapat dikatakan masyarakat tersebut sejahterah atau 
tidak. Berikut ini beberapa indikator kemiskinan pada warga kecamatan 
Mesuji, yaitu: 
a. Tingkat Kebutuhan Dasar 
 
1) Pengeluaran Konsumsi 
Tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat 
dapat dilihat berdasarkan pengeluaran untuk biaya pangan/makanan 
dan non pangan dapat juga menunjukan tingkat kesejahteraan 
masyarakat.Pengeluaran rumah tangga masyarakat Kecamatan 
mesuji dapat digambarkan indikator kesejahteraan masyarakat 
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dengan merata-ratakan minimal pengeluaran masyarakat Sukoharjo 
perbulannya. Berikut ini adalah tabel besaran minimal pengeluaran 
konsumsi rumah tangga: 
Tabel 3.4 
Pola konsumsi Masyarakat Kecamatan Mesuji 
No Pola Konsumsi 
Jumlah 
pengeluaran per 
bulan 
1. Kebutuhan Pangan/Makan Rp.700.000 
2. Kebutuhan pakaian/Sandang Rp.300.000 
3. Biaya Pendidikan Rp.500.000 
4. Biaya Kesehatan Rp.250.000 
5. Pengeluaran Lain (Listrik, Air) Rp.200.000 
Sumber: hasil wawancara staf kantor Kecamatan Mesuji 
Dari  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  jumlah  pengeluaran 
pangan atau pola konsumsi rumah tangga terbesar adalah 
pengeluaran untuk makan/pangan.  Pengeluaran untuk pangan ini 
lebih besar dari pada pengeluaran kebutuhan yang lainya.  
Tabel 3.5 
Distribusi Penduduk kecamatan MesujiTahun 2016 
Berdasarkan Lulusan Pendididkan Umum 
 
NO Tingkat Pendidikan JumlahPenduduk Prosentase 
1 Buta aksara 127 3,93% 
2 Tidak Tamat SD 163 5,04% 
3 SD 710 21,95% 
2 SLTP 591 18.26% 
3 SLTA 249 7,70% 
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4 DI/Sederajat 3 0.09% 
5 D2/Sederajat 12 0,37% 
6 D3/Sederajat 17 0,53% 
7 Strata 1 ( S1 dan S2 
) 
6 0,18% 
Jumlah 46.372 100% 
Sumber: Monografi Kecamatan MesujiTahun 2016 
Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan masyarakat di kecamatan mesuji masih sangat rendah 
sekali dalam hal pendidikan dimana masih banyak sekali penduduk  di 
kecamatan Mesuji  yang hanya lulusan SD dan lulusan SMP yaitu 
terlihat dengan jelas bahwa data diatas menunjukan presentase terbesar 
dari jumlah penduduk yang ada di kecamatan Mesuji  adalah tingkatan 
SD (21,95%) dan yang kedua adalah SLTP sebesar (18,26%) atau 
sebanyak 591 orang. 
3. Kondisi Penduduk Berdasarkan Agama kecamatan Mesuji 
Tabel 3.6 
Distribusi Penduduk kecamatan Mesuji Tahun 2016 
Berdasarkan Agama 
 
NO 
Nama 
Agama 
Tempat 
Ibadah 
JumlahPen
duduk 
Prosentase 
1 Islam Masjid 2764 85,44 % 
2 Kristen Gereja 121 3.74 % 
3 Khatolik Gereja 311 9,61 % 
4 Hindu Pure 18 0,55 % 
5 Budha Wihara 21 0,64 % 
Jumlah 46.372 100% 
Sumber: MonografiKecamatan MesujiTahun 2016 
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Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat disimpulkkan bahwa 
penduduk Kecamatan Mesuji  mayoritas beragama Islam (90%). 
Jumlah penduduk menjadi modal dasar bagi pengembangan 
ekonomi rakyat. Dilihat dari bidang pengamalan nilai-nilai Islam 
dengan bidang ekonomi akan menjadi lebih mudah, tinggal 
bagaimana pelaksanaannya mampu atau tidak menjadikan nilai-
nilai Islam menjadi landasa pengembangan ekonomi masyarakat. 
4. Kondisi Perekonomian kecamatan Mesuji  
Tabel 3.8 
Distribusi Penduduk kecamatan Mesuji Tahun 2016 
Berdasarkan Jenis PekerjaanKecamatan Mesuji 
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 Petani 1496 orang 
2 Buruh Tani 197 orang 
3 PNS 19 orang 
4 TNI/POLRI - 
5 Tukang 18 orang 
6 Pedagang 10 orang 
7 Peternak 12 orang 
5 Jasa 6 orang 
6 Pegawai Swasta 2 orang 
Sumber : Monografi tahun 2016 
Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dapat diketahui tingkat ekonomi 
masyarakat kecamatan Mesujimemiliki jenis usaha ekonomi yang 
beragam. Sebagian besar memiiki mata pencaharian di bidang 
Pertanian yang memiliki penghasialan dibawah standar. Kondisi ini 
tentu saja menimbulkan permasalahan serius pada posisi ekonomi 
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terutama dalam kaitannya dengan upaya penangguangan 
kemiskinan masyarakat Desa. Potensi ekonomi yang ada dapat 
dijadikan peluang usaha untuk meningkatkan derajat hidup 
masyarakat di kecamatan Mesuji yang sebenarnya diangkap 
potensial jika dikembangkan dengan baik. 
5. Kondisi Perumahan 
Table 3.7 
Kondisi perumahan 
Klasifikasi Jumlah 
permanen 45% 
semi permanen 20% 
nonpermanent 35% 
Sumber : Dokumentasi Kecamatan Mesuji 2016 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi 
rumah masyarakat Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji terdiri 
dari 3 klasifikasi yaitu rumah premanen, semi premanen, dan 
non permanen.Rumah premanen yaitu rumah yang memiliki 
ciri dinding bangunanya dari tembok, berlantai semen atau 
keramik, dan atapnya beratab genteng.Sedangkan rumah semi 
premanen yaitu rumah yang memiliki cirri dindingnya 
setengah tembok atau setengah bambu, lantainya semen, 
atabnya terbuat dari genteng seng atau asbes.Rumah non 
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premanen memiliki cirri rumah berdinding kayu, bamboo atau 
gedek, dan lantai berlantai (tanah), atas rumahnya dari seng 
atau asbes. 
Kondisi rumah masyarakat di kecamatan Mesuji terdiri 
dari rumah permanen sebesar 45% (enam puluh per seratus), 
semi premanen sebesar 20% (du puluh per seratus) dan rumah 
non premanen sebesar 35% (tiga belas per seratus). 
 
B. Program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mesuji 
a. Sejarah Program Bantuan Rumah Layak Huni  di Kecamatan Mesuji 
Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang 
menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah 
tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya 
sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam 
masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami, kultural, atau 
struktural. Berikut ini adalah jumlah tingkat penduduk miskin Kabupaten 
Mesuji dari tahun 2011-2015, yaitu: 
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Tabel 3.9 
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mesuji 
No Tahun Jumlah penduduk 
miskin 
1 2011 67,40 
2 2012 67,50 
3 2013 67,60 
4 2014 67,69 
5 2015 68,01 
Sumber: data Primer diolah tahun 2016 
Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk 
miskin di Kabupaten Mesuji meningkat dari tahun 2011 sebesar 67,40 
dan di tahun 2015 mengalami peningkatan yakni sebesar 68,01. Oleh 
sebab itu, keefektifan suatu program ekonomi kerakyatan dalam 
menanggulangi kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian. 
Hal ini memberikan bukti bahwa segala bentuk program pemerintah 
belum berjalan secara maksimal termasuk program bantuan rumah 
layak huni masyarakat miskin . 
Program rumah layak huniuntuk masyarakat miskin di 
Kecamatan Mesuji berlangsung sejak tahun 2015.Penyaluran bantuan 
rumah layak huni ini bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan 
untuk mengurangi beban pengeluaran papan.Disamping itu, program 
ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam pemenuhan 
kebutuhan papan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk 
mengurangi beban pengeluaran papan. 
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Melalui program bantuan rumah layak huni tersebut pemerintah 
memberikan bantuan kepada masyarakat miskin berupa uang untuk 
pembelian matrial bangunan guna memperbaiki rumah atau melengkai 
kebutuhan papan.maksud adanya Program bantuan Rumah Layak Huni 
adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki 
rumah yang layak huni.Tujuan dari adanya Program ini yaitu (1) 
meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, (2) 
memberikan tempat tinggal yang layak dan (3) memberikan kehidupan 
yang layak, hidup bersih dan sehat. 
b. Implementasi Program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mesuji 
Program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mesujisudah 
berlangsung sejak tahun 2015, dimana program Bantuan Rumah Layak 
Huni merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan 
bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah.Menurut ketua 
Camat Mesuji, bahwa seluruh Desa yang ada di Kecamatan Mesuji ini 
telah menerima bantuan program barulahu. Namun dalam 
pendistribusiannya tidak dilakukan setiap bulan, pendistribusian raskin 
ke titik distribusi hanya dilakukan ketika masyarakat benar-benar dalam 
masa kesulitan pangan (peceklik) atau sedang mengalami gagal panen. 
Hal ini menyebabkan ketidak pastian kapan dan berapa kali dalam 
setahun raskin diberikan kepada masyarakat. Proses pendisitribusian 
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barulahu hanya dilakukan sampai titik kelurahan yang menerima 
bantuan, dan untuk proses penyerahan barulahu  sampai kepada penerima 
bantuan dilakukan oleh pihak pelaksana di kelurahan. 
Program bantuan rumah layak huni di Kecamatan mesuji ini belum 
bisa dikatakan efektif, Karena masih banyak masyarakat miskin yang 
benar-benar membutuhkan belum mendapatkan bantuan barulahu, dan di 
Kecamatan Mesuji banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran akan 
pentingnya barulahu bagi masyarakat miskin. Adanya kurang ketepatan 
pemberian raskin karena masih banyak masyarakat yang menuntut 
apabila tidak diberikan tidak ikut serta dalam pembangunan desa, dan 
juga berdasarkan hasil observasi langsung masih adanya pilih kasih yang 
diberikan di kecamatan Mesuji. 
C. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni 
Pelaksanaan program pembangunan/ pengadaan rumah layak huni 
tersebut di tujukan untuk masyarakat miskin yang ada di  Kabupaten Mesuji 
pada umumnya dan di Kecamatan Mesuji pada khususnya. Adapun criteria 
untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah 
dilengkapi fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus). Sedangkan persyaratan atau 
criteria masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan rumah layak huni 
berdasarkan BAPEMAS antara laina dalah: 
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1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
2. Memiliki Kartu Keluarga (KK) 
3. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak pakai lagi. 
4. Mata pencaharian petani atau buruh. 
5. Membuat Surat perjanjian untuk tidak menjual rumah. 
6. Memiliki  surat tanah milik pribadi/ hibah. 
Program pembangunan rumah layak huni ini dilaksanakan sesuai yang 
telah di jelaskan dalam lampiran1 tentang pedoman Pelaksanaan 
pembangunan Bidang Pemukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat 
tahun 2009,  merupakan  program  pembangunan  yang  berbasis  pada  
pendekatan pemberdayaan serta partisipasi  masyarakat melalui: 
a. Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang di bangun 
harus memenuhi standar teknik yang telah di tetapkan. 
b. Keberpihakan  pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses 
maupun pemanfaatan hasil di utamakan bagi penduduk miskin. 
c. Otonomi dan desentralisasi masyarakat memperoleh kepercayaan dan 
kesempatan yang luas dalam kegiatan baik  dalam proses perencanaan, 
pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya. 
d. Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam  kegiatan mulai proses 
perencanaan,   pelaksanaan,  pengawasan maupun  pemanfaatan  dengan 
semangat gotong royong. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat 
Miskin Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji. 
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan  di berbagai bidang yang 
ditandai oleh  pengangguran,  keterbelakangan dan  keterpurukan. Kemiskinan 
dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan dan keadilan, sehingga 
penanggulangan  kemiskinan di perlukan dalam rangka memperkuat landasan 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berkaitan dengan hal ini, maka 
penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat di tunda, dan 
harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, serta merupakan 
komitmen bersama yang harus di lakukan secara sistematis, lintas sektor, lintas 
pelaku, terpadu dan berkelanjutan. 
Secara umum definisi tentang kemiskinan, menggambarkan kemiskinan 
sebagai kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan 
kekurangan dan atau ketidak layakan hidup menurut standar-standar tertentu, 
ketidak mampuan atau keterbatasan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan 
akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang 
kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses 
pengambilan kebijakan. 
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Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mesuji merupakan 
salahsatu program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mesuji yang 
pelaksanaannya di limpah pada salah satu instansi pemerintah Kabupaten 
Mesuji yaitu Dinas Sosial Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Mesuji No.5 Tahun 2012. 
Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang sudah 
dipaparkan dalam landasan teori pada bab kedua yang mengukur kemiskinan 
masyarakat karena adanya program bantuan rumah layak huni, maka data-data 
yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Tingkat Kebutuhan dasar 
Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia 
dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang 
tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan manusia. 
Kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan akan makan,perumahan, 
kesehatan dan perlindungan, dari kebutuhan dasar tersebut tingkat kebutuhan 
yang berpengaruh dengan adanya program raskin, yaitu: 
a. Tingkat Kebutuhan Pangan/kebutuhan akan makan 
Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting, 
karena manusia harus memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari.Pada 
tingkat kebutuhan pangan dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga 
sangat mementingkan dalam memenuhi kebutuhan pangannya. 
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Berdasarkan data pada lapangan, bahwa seluruh masyarakat 
penerima rasin sudah terpenuhi tingkat kebutuhan pangannya.Dari hasil 
wawancara menyatakan bahwa pola makan masyarakat penerimbantuan 
rumah layak huni sudah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan pangan 
keluarga yaitu minimal dua kali dalam sehari dan juga masyarakat yang 
mengkonsumsi ikan dalam dua kali seminggu.Berdasarkan hal ini bahwa 
kondisi masyarakat penerima raskin sudah terpenuhi dari segi kebutuhan 
pangan. Mengingat bahwa program raskin di Kecamatan Mesuji tidak 
tepat sasaran dan tidak tepat waktu dalam pendistribusiannya kepada 
masyarakat yang mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang sudah 
dinyatakan mampu tetap menerima beras raskin sehingga tidak 
memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat penerimanya, 
karena masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya 
sebelum menerima bantuan dan juga tidak menentu waktu 
pendistribusiannya, dengan begitu program rumah layak huni tidak begitu 
memberikan dampak baik bagi rumah tangga/keluarga, karena pada 
dasarnya rumah tangga/keluarga harus memenuhi kebutuhan pangan 
setiap harinya, jika keluarga hanya mengandalkan beras subsidi, tingkat 
kebutuhan pangan keluarga tidak akan terpenuhi. Karena penditribusian 
beras di Kecamatan Mesuji tidak dilaksanakan secara rutin setiap 
bulannya, akan tetapi hanya dikeluarkkan atau diberikan jika masyarakat 
sangat membutuhkannya, seperti gagal panen atau paceklik. 
99 
 
Program bantuan rumah layak huni merupakan kebijakan 
pemerintah dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang berbasis 
bantuan langsung tunai berupauang atau barang.Secara umum program 
bantuan rumah layak huni bertujuan untuk mengatasi kemiskinan 
masyarakat dalam mengentaskan diri dari kemiskinan.Prinsip kesadiayaan 
dalam program bantuan rumah layak huni ini mendorong masyarakat 
berperan aktif dalam pembangunan. Program bantuan rumah layak huni di 
luncurkan pemerintah sejak tahun 2016 sebagai program salah satu 
program pengentasan kemiskinan perdesaan maupun kota yang 
pelaksanaanya sudah mencakup seluruh di Indonesia namun tidak semua 
kabupaten atau kecamatan mendapatkan bantuan rumah layak huni. 
Berdasarkan hasil penelitian, kepala desa selaku pengurus Program 
Bantuan Rumah Layak huni di Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji 
menjelaskan bentuk kegiatan Program Bantuan Rumah Layak Huni yaitu 
Kegiatan.Kegiatan fisik merupakan proyek pembangunan rumah layak 
huni yang harus di kerjakan oleh warga Mesuji terutama masyarakat yang 
mendapatkan bantuan rumah layak huni dan dibantu oleh tukang dan di 
damping oleh kepala desa.Pada kegiatan fisik, masyarakat dapat 
membantu berbagai kegiatan yang ada selama pembangunan rumah 
masyarakat yang mendapat bantuan tersebut belum jadi, kegiatan 
masyarakat untuk membantu membangun rumah tersebut bersifat 
gotongroyong kecuali orang yang menjadi tukang, tukang di beri upah 
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sedangkan masyarakat yang gotongroyong tidak diberiupah.Adapun 
kegiatan non fisik merupakan kegiatan wajib yang dilaksanaka di 
Kecamatan Mesuji yaitu membangun rumah layak huni. 
Tujuan umum Program Bantuan rumah layak huni yaitu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan 
bagi  masyarakat miskin secara umum. Hasil survey yang diperoleh 
dilapangan, menunjukan bahwa Program Bantuan Rumah Layak Huni di 
Kecamatan Mesuji sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan 
masyarakat di Kecamatan Mesuji, terbuktidari program yang adaseperti : 
Program fisik (pembangunan rumah layak huni).Berdasarkan hasil 
keputusan rapat penyusunan rencana Program Bantuan Rumah Layak 
Huni mengeluarkan kegiatan dibidang pembuatan rumh Layak huni di 
lingkungan Kecamatan Mesuji. Oleh karena itu masyarakat yang 
mendapat bantuan rumah layak huni di kecamatan Mesuji  sepakat melalui 
musyawarah bersama melakukan gotongroyong dalam memperbaiki 
rumah masyarakat yang mendapat bantuan di berbagai tempat dengan 
tujuan memperbaiki ekonomi masyarakat, karena dengan adanya akses 
bantuan rumah layak huni tersebut masyarakat Kecamatan Mesuji terbantu 
perekonomiannya dalam bentuk papan (tempat tinggal). 
Program bantuan Rumah Layak huni di kelola oleh kelompok 
masyarakat yang mendapat bantuan rumah layak huni yang di damping 
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oleh kepala desa dari setiap desanya, peran kepala desa dalam kelompok 
masyarakat yang mendapat bantuan adalah sebagai ketua kelompok dan 
pendamping dalam berjalanya program bantuan rumah tersebut, yang 
mana setiap kelompok terdiri dari satu kepala desa dan sejumlah 
masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni di setiap desa, 
persyaratannya adalah semua laki-laki yang sudah berkeluarga, 
berdomisili di Kecamatan Mesuji yang dibuktikan dengan 
KTP/KK/identitas diri yang berlaku, keluarga rumah tangga miskin dan 
tidak mampu, rumah yang akan di bangunberada di kecamatan Mesuji, 
memiliki rumah di atas lahan sendiri yang dibuktikan dengan surat 
kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang, kondisi rumah 
memperhatinkan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara taestatika 
maupun pisiknya. 
Tabel 4.1  
Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan  bantuan Rumah 
Layak Huni di kecamatan Mesuji tahun 2017 
 
 
 
No 
 
Desa 
Nama 
Penerima 
Bantuan 
 
Alokasi Dana 
1 Sidomulyo Ponidi Rp. 20. 000.000,- 
2 Sidomulyo Jarul Rp.15.000.000,- 
3 Sumber makmur Sarw
oko  
Rp.15.000.000,-, 
4 Sumber Makmur Sarwok
o 
Rp. 15.000.000,- 
5 Sungai Badak Dasmi
n 
Rp. 15.000.000,- 
6 Sungai Badak Dirun  Rp. 15.000.000,- 
7 Suka Maju Parno Rp. 15.000.000,- 
8 Suka Maju Kardi Rp. 15.000.000,- 
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9 Nipah Kuning Sandr
i 
Rp. 15.000.000,- 
10 Nipah Kuning Sarm
an 
Rp. 15.000.000,- 
11 Wiralaga 2 Sukar
man 
Rp. 15.000.000,- 
12 Wiralaga 2 Sang
kut 
Rp. 15.000.000,- 
13 Wiralaga 1 Noris Rp. 15.000.000,- 
14 Wiralaga 1 Sarbi
ni 
Rp. 15.000.000,- 
15 Mulya Sari Wasil
ah 
Rp. 15.000.000,- 
16 Mulya Sari Sudar
to 
Rp. 15.000.000,- 
17 Wiralaga Mulya Supo Rp. 15.000.000,- 
18 Wiralaga Mulya Wiya
rto 
Rp. 15.000.000,- 
19 Sumber Makmur Kasn
o 
Rp. 20.000.000,- 
20 Sidomulyo Saridi Rp. 20. 000.000,- 
21 Wiralaga Mulya Karto
mo 
Rp. 20. 000.000,- 
Sumber : Data di Olah 2017 
 
Berdasarkan data diatas dana yang di dapat dari setiap penerima 
bantuan rumah layak huni adalah mulai dari Rp.15.000.000 – Rp. 20.000. 
000, per unit rumah, masyarakat yang mendapat dana bantuan sebesar 
Rp.15.000.000 tersebut adalah  masyarakat yang sudah mempunyai 
matrial bangunan (semen, batubata, pasir, kayu), dana yang di peroleh dari 
pemerintah senilai Rp. 20.000.000 tersebut digunakan untuk memcukupi 
atau membeli matrial bangunan yang kurang dan untuk membayar atau  
memberupah tukang. Sedangkan masyarakat yang mendapat bantuan 
sebesar Rp.20.000.000 ini diberikan kepada masyarakat yang belum 
mempunyai matrial bangunan sama sekali (semen, batubata, pasir, kayu). 
Dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa penentuan 
penerima bantuan rumah layak huni sangat bermanfaat bagimasyarakat, 
penerima bantuan bukan di lihat atas dasar pendapatan perekonomianya 
dan keadaan tempa ttinggal (rumah) penerima bantuan.Selain itu juga jika 
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dilihat dari pelaksanaannya Progrsm Bantuan Rumah Layak Huni di 
Kecamatan Mesuji sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan 
prosedur petunjuk teknis operasional yang telah dibuat oleh pemerintah. 
Hanya saja dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak 
Huni masyarakaat di Kecamatan Mesuji kurang berpartisipasi dalam 
pembangunan sehingga belum ada kesadaran diri masyarakat bahwa 
pembangunan yang di laksanakan bertujuan untuk perkembangan 
perekonomian masyarakat sehingga nantinya dapat meningkatkan 
kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dan juga bisa 
dikatakan rendahnya sumberdaya manusia dan tidak adanya kesadaran 
masyarakat dalam memanfaatkan dana yang ada.  Karenadana yang di 
berikan oleh pemerintah sebagian sering disisikan untuk di gunakan 
kebutuhan mereka sendiri dan dikembangkan untuk menambah 
pendapatan demi kesejahteraan keluarga melainkan untuk kebutuhan 
sehari-hari yang tidak dapat membuahkan hasil. 
Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui indikator, indikator 
kesejahteraan merupakan suatau ukuran tercapainya masyarakat dimana 
masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak sebagai indikator-
indikatornya yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat 
pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat 
perumhan masyarakat yang menjadi tolak ukur kesejah teraan masyarakat 
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dalam program bantuan rumah layak  huni. Maka berdasarkan hal tersebut 
dapat dilihat dari indikator kesejahteraan diantaranya yaitu : 
1. Tingkat Pendidikan 
Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan 
oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai 
kedewasaan dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya 
sendiri dengan tidak memperlukan bantuan orang lain. 
Masyarakat Kecamatan Mesuji jika ditinjau dari keterbelakangan 
pendidikan sudah menerapkan kewajiban belajar Sembilan tahun, bahkan 
ada masyarakat yang meneruskan kejenjang SMA, dan S1. Tetapi hampir 
50  % masyarakat Kecamatan Mesuji berpendidikan SMA. 
2. Tingkat Kesehatan 
Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dan badan, jiwa, 
dansosial yang memungkinkan setiap orang hudup produktif secara 
ekonomis.Indikator kesehatan yang menjadi komponen kesejahteraan 
yaitu terpenuhinya pangan, sandang, dan kesehatan sehari-hari. 
Masyarakat Kecamatan Mesuji dalam pemenuhan gizi sudah 
tercukupi, hal ini terlihat dari kecukupan akan makan yang dikonsumsi 
oleh masyarakat. Selain itu juga Masyarakat Kecamatan Pesuji dalam 
penanganan ibu melahirkan sudah sangat sedikit menggunakan tabib atau 
dukun bayi, sehingga angka kematian dan ibu melahirkan tidak ada. 
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Masyarakat Kecamatan Mesuji yang memiliki masalah kesehatan 
lebih memilih berobat kepuskesdes, puskesmas dan bidan.Serta pola 
makan dan kebutuhan kalori juga terpenuhi dengan baik sehingga jarang 
ada warga yang sakit karena kekurangan asupan makanan. 
3. Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh 
masyarakat yang berasal dari pendapatan kepalarumah 
tangga.Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, 
kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainya yang bersifat 
material. Menurut sistem kendalimutu program Pertahanan, Agrariadan 
Tata ruang (SKPM) 2016 tingkat pendapatan perbulanan dikatakan 
sejahtera adalah lebih dari Rp. 500.000.  
4. Kmposisi Pengeluaran 
Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator 
kesejahteraan rumah tangga / keluarga.Makin tinggi tingkat penghasilan 
rumah tangga, maka semakin kecil propersi pengeluaran untuk makan 
pada seluruh pengeluaran seluruh rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa 
rumah tangga sejahtera bila presentase pengeluaran makanan akan jauh 
lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan atau 
<80% dari pendapatan. 
Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu karena 
masyarakat di Kecanatan Mesuji maoritas petani yang mengandalkan 
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musim panen. Namun jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi 
dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka semakin 
sedikit, maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran 
konsumsi berkisar Rp. 20.000 – 30.000 perhari.Ini termasuk biaya 
pendidikan, kesehatan perumahan serta pajak bumi dan bangunan, 
kendaraan bermotor dan lain sebagainya. 
5. Tingkat perumahan masyarakat 
Menurut biro pusat statistic (BPS), dikatakan perumahan yang 
dianggap sejahtera harus luas lantainya lebih dari 10m
2
 dan bagian terluas 
rumah bukan tanah, dan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri. 
Bentuk bangunan rumah masyarakat Kecamatan Mesuji sebesar 60% 
permanen, 27% semi permanen atau masih berbentuk rumah papan, 13% 
adalah dalam kondisi non permanen, dan seluruh kepatuhan kepemilikan 
adalah milik sendiri. Sedangkan MCK warga juga 60% yang memiliki 
sinitasi yang baik selebihnya hanya MCK seadanya.Kondisi sumber air 
bersih juga kurang baik.Ini terlihat dari pasokan air mengalir untu setiap 
warga kampong berbeda-beda.Keadaan penerangan 90% warga sudah 
menggunakan listrik, dan sekitar 10% warga belum memiliki KWH 
sendiri. 
Apabila dilihat dari indikator perumahan, warga belum dikatakan 
sejahtera karena luas bangunan belum memenuhi kategori 
sejahtera.Beberapa indikator yang telah dijelaskan, telah menunjukan 
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bahwa program bantuan Rumah Layak Huni berdampak positif bagi 
masyarakat sekitar seperti tidak harus menggunakan air yang kotor lagi 
untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sekalipun belum dapat memenuhi 
100% kebutuhan air bersih. 
Jika dilihat dari beberapa indikator   kesejahteraan masyarakat yang 
ada, keadaan indicator kesejahteraan masyarakat ini belum terpenuhi 
dengan baik, oleh Program bantuan Rumah layak huni di Kecamatan 
Mesuji, hanya indikator tingkat kesehatan yang megalami peningkatan 
cukup baik. 
Dam islam, bekerja adalah suatu kewajiban bagi mereka yang 
mampu. Tidak benarkah bagi seorang muslim berpangku tangan dengan 
alas an bertawakal kepada Allah SWT. Tidak dibenarkan pula bagi 
seorang muslim bersandar kepada bantuan orang lain sedangkan ia 
mampu dan memiliki kamampuan. Allah SWT sangan menghargai orang 
yang berusaha, karena seorang yang berusaha berarti ia telah memenuh 
kewajiban. 
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B. Implementasi Program Bantuan Rumah Layaik Huni Dalam 
Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif 
Ekonomi Islam. 
Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan 
ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi.
88
Pertumbuhan ekonomi 
merupakan hal yang sarat nilai.Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor 
produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut 
misalnya memasukan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk 
dan membahayakan manusia.Di dalam Islam pertumbuhan ekonomi harus 
berlandaskan nilai-nilai iman, taqwa dan konsistensi serta ketekunan untuk 
melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa.Hal tersebut 
tidak menafikan ek sistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala 
ketertinggalann yang sesuai dengan prinsip syariah. 
Prinsip-prinsip ekonomi Islam: 
a. Keimanan kepada Allah SWT (Tauhid) 
Tauhid adalah menyaksikan bahwa tiada satupun yang layak 
disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya 
selain dari pada Allah karena Allah adalah pencipta alam dan isinya 
sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber 
daya yang ada. Karena itu Allah pemilik hakiki.Manusia hanya diberi 
amanah untuk memiliki sementara waktu. Wujud keimanan manusia  
                                                          
88
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kepada Allah dapat tercermin dengan cara bekerja keras dan menyadari 
bahwa Allah selalu mengawasi apa saja yang dilakukan dimuka bumi dan 
menganggap bahwa bekerjapun bernilai ibadah kepada Allah. Di 
Kecamatan Mesuji Program Bantuan Rumah Layak Huni sudah berjalan 
dengan baik.Hal ini menunjukan bahwa jumlah angkatan kemiskinan 
menurun sedangkan jumlah pengangguran menurun, artinya  banyak 
orang yang ingin bekerja keras dari pada bermalas-malasan atau 
menganggur, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa masyarakat Lampung 
telah melaksanakan prinsip ekonomi islam yaitu iman kepada Allah 
dengan cara bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Sebagaimana 
Allah berfirman dalam Q.S Al-Qashash ayat 77:  
                             
                         
                                
                       
 
Artinya :Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 
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Dari ayat al Quran di atas, kita mengetahui bahwa kerja keras 
ternyata juga diwajibkan dalam Islam, bahkan dalam kegiatan duniawi.Di 
ayat tersebut kita diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan kehidupan 
akhirat saja, melainkan kita juga harus memperjuangkan kehidupan kita di 
dunia.Kedua hal ini, dunia dan akhirat, harus seimbang diperjuangkan, 
tidak berat sebelah.Sangat baik untuk kita memaksimalkan ibadah kita 
untuk akhirat dan sangat baik pula kita untuk bekerja keras pula untuk 
kesejahteraan hidup kita di dunia.  
b. Kepemimpinan (Khalifah) 
Manusia adalah khalifah dimuka bumi, Islam memandang bahwa 
bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada khalifah agar 
dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Firman Allah 
dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 22: 
                                
                        
 
Artinya :Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan 
langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia 
menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki 
untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi 
Allah padahal kamu Mengetahui. 
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Ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai khalifah dimuka bumi 
ini yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa kekayaan alam yang 
sangat melimpah dipergunakan sebagai modal berproduksi untuk dapat 
diolah untuk mencapai kemaslahatan bersama. 
Pengelolaan sumber daya yang ada berupa pendapatan asli daerah  
yang merupakan sumber penerimaan daerah yang digali dari potensi 
daerahnya sendiri yang digunakan sebagai modal berproduksi untuk dapat 
mempercepat pertumbuhan ekonomi.  Dalam penelitian ini menunjukan 
bahwa manusia sebagai khalifah (pemimpin) dimuka bumi dianugerahkan 
oleh Allah berupa kekayaan alam berupa program bantuan rumah layak 
huni dipergunakan sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan yang 
telah dikelola dengan baik guna untuk mempercepat pembangunan 
ekonomi.  
c. Keadilan 
Keadilan merupakan “nafas” dalam mencipatakan pemerataan dan 
kesejahteraan, karena harta jangan hanya beredar pada orang kaya, tetapi 
juga pada mereka yang membutuhkanya. Allah berfirman dalam QS Al-
hasyr ayat 7: 
                         
     
 
112 
 
Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka 
adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 
jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa 
yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. 
 
Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa harta jangan hanya 
beredar diantara orang-orang  kaya saja, melainkan kekayaan 
didistribusikan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi 
ketimpangan distribusi pendapatan.  
Ketimpangan distribusi pendapatan akan mengakibatkan 
kekacauan diantara pihak kaya dan miskin. Adanya ketimpangan 
distribusi pendapatan akan membuat jurang pemisah antara kaya dan 
miskin. Apabila dibiarkan terlalu lama maka akan mengakibatkan 
masalah kemiskinan semakin meningkat.  
Dari penjelasan diatas, Dalam pembangunan ekonomi diperlukan 
prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mengelola sumber daya yang 
ada.Prinsip keadilan yaitu mendistribusikan kekayaan kepada semua 
masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi 
pendapatan.Khalifah (kepemimpinan) bahwa kita sebagai khalifah dimuka 
bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa kekayaan alam yang 
sangat melimpah dipergunakan sebagai modal berproduksi untuk dapat 
diolah untuk mencapai kemaslahatan bersama. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan  
penulis dalam Analisis Program Bantuan Rumah Layak  Huni di Kecamatan 
Mesuji, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni (BARULAHU) yang di 
dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No.5 Tahun 2011 
tentang  Pelaksanaan Kegiatan Rumah  Layak huni  sudah  berjalan 
dengan baik sesuai  dengan peraturan atau kebijakan yang telah di  
tetapkan oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji. 
2. Dalam  pembangunan ekonomi  diperlukan  prinsip-prinsip  ekonomi 
Islam dalam mengelola  sumber daya yang ada. Prinsip keadilan yaitu  
mendistribusikan kekayaan kepada  semua masyarakat sehingga tidak 
terjadi ketimpangan distribusi  pendapatan.  Khalifah (kepemimpinan) 
bahwa kita sebagai khalifah di  muka bumi ini yang telah dianugerahkan 
oleh Allah berupa kekayaan alam yang sangat  melimpah dipergunakan 
sebagai modal berproduksi untuk dapat  di olah untuk mencapai 
kemaslahatan bersama.  
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, maka  penulis 
memberikan saran-saran  sebagai  berikut: 
1. Diharapkan kepada timpelaksana kegiatan dimulai dari tingkat pusat 
sampai 
Masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa 
yang  telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai 
dengan pedoman pelaksanaan program, pencairan dana bantuan serta upah 
harus tepat pada waktunya agar program terlaksana dengan baik dan 
program Rumah Layak Huni ini benar-benar menyentuh masyarakat 
miskin serta dapat mengentaskan kemiskinan pada masyaraat. 
2. Diharapkan kepada masyarkat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam 
setiap tahapan kegiatan program rumah tidak layak huni, usulan kegiatan  
hendaklah lebih melihat apa yang memang dibutuhkan masyarakat bukan 
melihat dari apa yang diusulkan pemerintah setempat saja, sehingga program 
tidak mengena  kepada masyarakat miskin namun hanya dinikmati oleh 
sebagian masyarakat saja. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai di 
laksanakan maka dilakukan pemeliharaan sehingga hasil program bisa 
dimanfaatkan secara terus menerus oleh masyarakat.  
3. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan analisis lebih mendalam 
mengenai analisis program bantuan rumah layak huni terhadap 
pengentasan kemiskinan di kecamatan mesuji dalam perspektif ekonomi 
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Islam. Mampu menggali informasi yang lebih mendalam terkait program 
bantuan rumah layak huni tersebut, karena pada umumnya pemerintah  
enggan untuk terbuka dan memberikan informasi kepada peneliti. 
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